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MOTTO 

                        

                         

      

Artinya: “Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai 

pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat 

demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah, 

kecuali karena (siasat) menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari 

mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri (siksa)-Nya, dan 

hanya kepada Allah tempat kembali.”(Q.S. Ali-Imran Ayat 28)
*
 

                                                 
*
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemah, (Bandung: Marwah, 2009), 

Q.S. Ali-Imran Ayat 28. 
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ABSTRAK 

Dea Widianti Rahmatika, 2023: Sistem Pemilihan Kepala Daerah Asimetris Di 

Indonesia 

Kata Kunci: Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan, Otonomi Khusus, Asimetris 

Pemilihan kepala daerah atau bisa disingkat pilkada merupakan pemilihan 

yang dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat yang telah memenuhi 

persyaratan Pasal 101 dan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintah Daerah. Pemilihan kepala daerah ada yang menggunakan 

sistem pemilihan yang menerapkan otonomi khusus, daerah berotonomi khusus 

tersebut terdapat pada daerah provinsi DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 

Provinsi Papua, dan Provinsi Aceh. Desentralisasi asimetris merupakan otonomi 

yang diterapkan pada negara atau daerah dengan prinsip yang tidak sama dengan 

daerah yang lainnya. Penerapan desentralisasi asimetris pada sebuah daerah 

diharapkan dapat memperbaiki kinerja pemerintahan dalam memberikan 

pelayanan terhadap masyarakat. Pemilihan pemimpin dalam Islam, diserahkan 

kepada manusia untuk memilih pemimpin yang terbaik, pemimpin yang bisa 

memegang amanah kepemimpinan hal tersebut disebut dengan Imam atau 

Imamah. 

Fokus penelitian: 1) Bagaimana sistem pemilihan kepala daerah di 

Indonesia menurut Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945?. 2) Bagaimana 

penerapan sistem pemilihan kepala daerah asimetris di Indonesia?. Tujuan 

penelitian: 1) Untuk mengetahui sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia 

menurut Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. 2) Untuk mengetahui 

penerapan sistem pemilihan kepala daerah asimetris di Indonesia. 

Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif yang 

memposisikan hukum sebagai sistem norma. Dengan jenis penelitian berupa 

pendekatan konseptual, pendekatan Perundang-undangan, dan pendekatan 

historis. 

Hasil penelitian ini yaitu: 1) UUD NRI 1945, secara konstitusi tidak 

menentukan spesifik sistem pemilihan kepala daerah yang berlaku. Pasal 18 ayat 

(4) UUD NRI 1945 dalam konstitusinya hanya dimaksudkan dengan sistem 

pemilihan yang demokratis yang memiliki artian sistem pilkada ini dapat simetris 

(beragam). 2) Pemilihan Kepala Daerah dengan konsep asimetris pada daerah 

Provinsi DKI Jakarta dilakukan dengan dua (2) sistem pemilihan yaitu pemilihan 

langsung dan penunjukan oleh Gubernur. Pemilihan pada daerah Provinsi DIY 

dengan sistem penetapan Sultan Hamengkubuwono sebagai Gubernur dan Adipati 

Paku Alam sebagai Wakil Gubernur. Pemilihan pada daerah Provinsi Aceh 

menggunakan sistem pemilihan langsung seperti pada daerah yang lain, namun 

ada ketentuan khusus yang diatur sendiri dalam UUPA atau Qanun sebagai dasar 

otonomi. Pemilihan kepala daerah pada Provinsi Papua menggunakan sistem 

pemilihan Noken dengan dua (2) sistem noken yaitu, sistem noken bigman yang 

menyerahkan pilihan sepenuhnya kepada Kepala Suku dan sistem noken gantung 

yang berdasarkan pada hasil kesepakatan masyarakat dengan Kepala Suku. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Konteks Penelitian 

Pemilihan Kepala Daerah merupakan peristiwa-peristiwa yang cukup 

banyak diperbincangkan oleh masyarakat di Indonesia. Pemilihan Kepala 

Daerah juga merupakan salah satu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah 

yang menjadi momentum politik besar di Indonesia dalam mewujudkan 

demokrasi yang berkualitas untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat 

maupun negara yang demokrasi berdasarkan Pasal 18 angka 1 UUD NRI 

1945 terkait dengan Pilkada di NKRI. 
1
 

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara 

langsung oleh masyarakat. Pilkada tersebut dilakukan secara langsung 

mempunyai hubungan sangat erat pada terlaksananya kedaulatan rakyat. 

Adanya pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung, dimana 

masyarakat dapat memberikan pilihannya sendiri terhadap pimpinan daerah 

yang akan dipilih, sehingga akan membuat hubungan yang terjalin di antara 

kepala daerah dan juga masyarakat mempunyai tujuan utama untuk dapat 

menciptakan suatu perwujudan pelaksanaan Pemerintah Daerah yang bersifat 

demokratis dan partisipatif. Dalam hal ini, negara demokrasi pada pemilu 

merupakan proses dari mekanisme paling utama yang harus dijalankan dalam 

berbagai tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan masyarakat serta 

                                                 
1
Muhadam Labolo, Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia, (Jakarta: 

Rajagrafindo Persada 2015), 56. http://eprints.ipdn.ac.id/16/2/Isi.pdf  

http://eprints.ipdn.ac.id/16/2/Isi.pdf


2 

 

 

untuk mewujudkan partisipasi masyarakat yang konkret dalam 

penyelenggaraan negara.
2
 

Salah satu praktik demokrasi adalah masyarakat memilih langsung 

terkait Pilkada. Negara Indonesia melakukan pemilihan pada Presiden dan 

Wakil Presiden dan juga memilih dari anggota legislatif yang dipilih melalui 

masyarakat secara langsung pada pemilihan umum. Berdasarkan ketentuan 

pada Pasal 56 UU No.32 Tahun 2004 ditentukan terkait dengan Pilkada, 

Kepala Daerah dan Wakil Kepada daerah dipilih loleh masyarakat dengan 

cara demokratis yang berdasarkan pada asas cara demokratis berlandaskan 

pada asas yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan 

adanya hal tersebut maka pasangan yang sudah diajukan dari partai politik 

ataupun yang sudah bergabung dengan partai politik sama halnya pada 

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
3
 

UU sebelumnya yang mengatur tentang Pilkada diubah dalam UU No. 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 101 dan Pasal 154 

memberikan kedudukan serta kedudukan terhadap DPRD untuk memilih 

Bupati, walikota, dan Gubernur dari proses pencalonan sampai pada tahap 

pemenangan para calon.
4
 Secara konstitusional adanya pemilihan langsung 

berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi kedaulatan adalah 

berada di tangan rakyat dan dijalankan berdasarkan UUD artinya, rakyat yang 

                                                 
2
Abdul Kahar Maranjaya, Implikasi pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, Jurnal Sosial dan 

Teknologi Vol. 2 No. 2 (Jakarta 2022), 252.  
3
 Setneg RI, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembar 

Negara Tahun  2004  Nomor 12, Tambahan  Lembar Negara Republik Indonesia  Nomor 4437). 
4
 Setneg RI, Pasal 101 dan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, (Lembar Negara Tahun  2014 Nomor  244, Tambahan Lembar Negara 

Republik Indonesia  Nomor 5587). 
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memiliki kedaulatan sehingga pertanggungjawaban penyelenggaraan negara 

untuk mensejahterakan masyarakat dan dijalankan berdasarkan UUD yang 

dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan amanat dari UUD bukan 

berdasarkan keinginan individu penguasa.
5
 

Demokrasi asimetris tidak hanya dipilih sejak reformasi konstitusi, 

pilihan demokrasi asimetris ini diperbincangkan dalam penyusunan UUD 

1945 pada naskah awal. Penerapan dalam demokrasi asimetris masuk ke 

dalam suatu pelaksanaan penyelenggaraan pada Pemilukada. Pilkada 

memiliki berbagai faktor yang menyebabkan gagasan demokrasi asimetris 

harus diwujudkan, seperti adanya beragam suku, bangsa, agama, adat, dan 

memiliki nilai lokal di masing-masing daerah.
6
  

Pemilihan kepala daerah asimetris harus dilakukan secara merata serta 

tidak diskriminatif. Mekanisme pemilihan yang berbeda-beda antara sutu 

daerah dengan daerah lainnya, dilakukan secara inklusif dan tidak 

menimbulkan diskriminasi antar daerah dan tidak bersifat subjektif agar tidak 

menimbulkan kecemburuan antar daerah. Pemilihan kepala daerah dalam 

sistem asimetris digunakan sebagai instrumen agar hak politik rakyat bisa 

tersampaikan.
7
 

                                                 
5
 Wira Purwadi, Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Ketatanegaraan: Pemilihan Langsung 

Versus Pemilihan Perwakilan, Jurnal Legalitas Vol. 12 No. 2 (Gorontalo 2019): 80. 

https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JL/article/view/4470/1928  
6
 Admin, “Seminar Internasional: Desentralisasi Asimetris”, Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO), 

Fakultas Hukum Universitas Andalas, Sumatera Barat, Maret 18, 2018. 

https://pusako.unand.ac.id/seminar-internasional-desentralisasi-asimetris/ diakses pada hari Kamis 

8 Desember 2022. 
7
 Titi Anggraini, “Perludem soal Usul Pilkada Asimetris: Jangan Sampai Timbulkan 

Diskriminasi”, perludem.org (blog), (21 November 2021), 

https://perludem.org/2019/11/21/perludem-soal-usul-pilkada-asimetris-jangan-sampai-timbulkan-

diskriminasi/  

https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JL/article/view/4470/1928
https://pusako.unand.ac.id/seminar-internasional-desentralisasi-asimetris/
https://perludem.org/2019/11/21/perludem-soal-usul-pilkada-asimetris-jangan-sampai-timbulkan-diskriminasi/
https://perludem.org/2019/11/21/perludem-soal-usul-pilkada-asimetris-jangan-sampai-timbulkan-diskriminasi/
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UUD NRI 1945 pasca amandemen, hubungan Pemerintahan Pusat dan 

Pemerintahan Daerah diatur dalam Pasal 18A UUD NRI Tahun 1945 

menjelaskan bahwa: 

(1) Hubungan wewenang antara pemerintahan pusat dan pemerintahan 

daerah provinsi kabupaten dan kota, atau antara provinsi dan 

kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-Undang dengan 

memperhatikan kekhususan dan keberagaman daerah; 

(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya 

alam dan sumber daya lainnya antara pemerintahan pusat dan 

pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras 

berdasarkan Undang-Undang.” 

 

Frasa “dengan memperhatikan kekhususan dan keberagaman daerah”  

pada  Pasal 18A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 ini mengartikan terkait 

konstitusi yang merupakan suatu aturan berbeda pada setiap wilayah yang 

memiliki corak beragam dan khusus. Dalam hal tersebut semakin diperkuat 

pada adanya aturan Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan: 

(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan 

daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur 

dengan Undang-Undang; 

(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat 

hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup 

dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.
8
 

 

Dengan demikian, politik hukum (legal policy) mengenai 

desentralisasi yang berhubungan dengan UUD NRI Tahun 1945 

mengisyaratkan penerapan desentralisasi asimetris yang menerapkan pada 

keberagaman, keistimewaan dan kekhususan daerah, serta masyarakat hukum 

                                                 
8
 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Pasal 18A dan Pasal 18B. 
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yang mempunyai satu kesatuan hak-hak tradisional dan hak-hak hukum adat 

yang terdapat pada aturan  Undang-Undang.
9
 

Desentralisasi asimetris  merupakan transfer kewenangan atau 

pemberlakuan istimewa yang mana hanya diberikan terhadap daerah terpilih 

pada suatu negara, yang sudah dianggap sebagai alternatif agar dapat 

menyelesaikan permasalahan hubungan antara pemerintah daerah dan 

pemerintah pusat, dalam konteks terkait Indonesia dalam rangka menjaga 

eksitensi daerah dalam NKRI. Desentralisasi asimetris diantaranya yaitu 

desentralisasi ekonomi, administrasi, fiskal, dan politik. Akan tetapi tidak 

semua daerah harus seragam untuk semua wilayah negara, hal ini dengan 

mempertimbangkan kekhususan daerah yang mempunyai keistimewaan. 

Dengan adanya implementasi dari peraturan desentralisasi asimetris 

merupakan suatu manifestasi dari berbagai usaha terkait pemberlakuan 

keistimewaan daerah. Konsep ini sesungguhnya sudah dijalankan pada 

praktik dalam sistem ketatanegaraan NKRI yaitu pada adanya beberapa 

daerah yang mempunyai status berotonomi ataupun istimewa secara khusus 

yaitu pada Provinsi Aceh, Provinsi Papua Barat, Provinsi Daerah Istimewa  

Yogyakarta dan pada daerah khusus ibukota Jakarta.
10

 

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada empat (4) provinsi tersebut 

berbeda-beda dimana, Provinsi Papua dan Papua Barat menggunakan sistem 

                                                 
9
 Ali Muhammad Johan C, Sistem Pemilihan Kepala Daerah Pada Daerah Yang Memberlakukan 

Desentralisasi Asimetris, Jurnal Al-Qisth Law Review Vol. 5 No. 1 (Jakarta 2021): 5-6. 

https://jurnal.umj.ac.id/index.php/al-qisth/article/view/9862  
10

 Ali Muhammad Johan C, Sistem Pemilihan Kepala Daerah Pada Daerah Yang Memberlakukan 

Desentralisasi Asimetris, Jurnal Al-Qisth Law Review Vol. 5 No. 1 (Jakarta 2021): 5-6. 

https://jurnal.umj.ac.id/index.php/al-qisth/article/view/9862  

https://jurnal.umj.ac.id/index.php/al-qisth/article/view/9862
https://jurnal.umj.ac.id/index.php/al-qisth/article/view/9862
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noken dalam pemilihannya. Sistem noken merupakan suatu sistem yang 

dijadikan dalam pemilihan khusus pada provinsi Papua. Sistem noken 

menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Papua, 

terkhusus pada rakyat Papua yang tinggal di daerah pegunungan. Dalam 

sistem noken ini berhubungan secara langsung dengan para pemimpin 

tradisional. Hal tersebut dikarenakan masyarakat Papua adalah bagian dari 

masyarakat tradisional yang mempercayakan keputusan pada Pimpinan atau 

Ketua suku.
11

 

Sistem Pilkada pada Provinsi Aceh menggunakan sistem Pilkada 

secara langsung yang berada diantara sengketa tiga (3) aturan. Tiga sengketa 

aturan tersebut meliputi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), UU Otsus 

Aceh, dan Qanun. Pemilihan kepala daerah secara langsung sengketa aturan 

KPUD masyarakat Aceh mengartikan dominasi KPUD dalam KIP sebagai 

upaya dalam melestarikan dominasi pada daerah dan pusat terhadap para 

anggota KPUD yang dipilih oleh KPU. Otsus Aceh mengatur terkait 

penyelenggaraan Pilkada yang dilakukan secara langsung sengketa aturan UU 

Otsus pelaksanaan Pilkada adalah Komisi Independen Pemilihan selanjutnya 

yang disebut (KIP) yang dibentuk oleh DPRD Provinsi NAD. 
12

 

UU Otsus Aceh mengatur hal yang berbeda dimana pemilihan kepala 

daerah baru akan dilakukan paling cepat lima (5) tahun setelah UU Otsus 

NAD diundangkan, yaitu pada Agustus Tahun 2006 mengingat UU Otsus 

                                                 
11

 Ali Mustofa, “Sistem Noken Dalam Pemilihan Di Papua”, Senin, Februari 24, 2020, 

https://www.alimmustofa.com/2020/02/sistem-noken-dalam-pemilihan-di-papua.html, diakses 

pada Kamis, 8 Desember 2022 
12

 Refly Harun, Pilkada Langsung Di Aceh, Di Antara Sengketa Tiga Aturan, Lex Jurnalica Vol. 3 

No. 3 (Jakarta 2005): 1-3. https://www.neliti.com/id/publications/17960/pilkada-langsung-di-aceh 

https://www.alimmustofa.com/2020/02/sistem-noken-dalam-pemilihan-di-papua.html
https://www.neliti.com/id/publications/17960/pilkada-langsung-di-aceh-di-antara-sengketa-tiga-aturan
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NAD diundangkan pada tanggal 9 Agustus Tahun 2001. Alasan ini untuk 

memberikan kesempatan kepada pemerintah dan masyarakat mempersiapkan 

perangkat penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dalam kondisi yang 

kondusif.  

Qanun merupakan suatu derivasi yuridis pada ketentuan UU otsus 

yang bersifat otoritas dalam pembuatannya yang mana terdapat di bawah 

tangan pemerintah NAD. Qanun adalah ketentuan Pasal 14 angka 4 UU Otsus 

yang menyatakan bahwa hal-hal lain mengenai pemilihan kepala daerah yang 

belum diatur dalam UU Otsus NAD dapat diatur lebih lanjut dalam Qanun 

NAD. Soal calon independen rupanya termasuk hal-hal lain yang belum 

diatur sehingga Qanun Pilkada kemudian mengatur hal tersebut.
13

 

Sistem Pilkada pada Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. DKI 

Jakarta tidak sepenuhnya melaksanakan Pilkada, hal ini yang membedakan 

dengan provinsi yang lain, dimana DKI Jakarta hanya melakukan pemilihan 

kepala daerah pemilihan Gubernur. Keistimewaan Jakarta diatur dalam UU 

No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta yang menjadi Ibukota NKRI.
14

 Sesuai dengan Pasal 10 UU No. 29 

Tahun 2007, dalam menjalankan pemerintahan Gubernur dibantu Wakil 

Gubernur yang mana dipilih secara langsung melalui pemilihan umum kepala 

daerah dan wakil kepala daerah. Tidak adanya pemilihan Wali Kota dan 

Bupati di DKI Jakarta dikarenakan enam (6) wilayah Kabupaten/Kota yang 

                                                 
13

 Refly Harun, Pilkada Langsung Di Aceh, Di Antara Sengketa Tiga Aturan, Lex Jurnalica Vol. 3 

No. 3 (Jakarta 2005): 1-3. https://www.neliti.com/id/publications/17960/pilkada-langsung-di-aceh. 
14

 Setneg RI, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, (Lembar Negara 

Tahun 2007 nomor 93, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4744). 

https://www.neliti.com/id/publications/17960/pilkada-langsung-di-aceh-di-antara-sengketa-tiga-aturan
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berada pada DKI Jakarta bukanlah wilayah otonom, melainkan wilayah 

administratif. Selain itu, pada setiap Kabupaten/Kota tidak terdapat DPRD. 

Tidak adanya pemilihan DPRD di DKI Jakarta sehingga kepala daerahnya 

sifatnya penunjukan.
15

 

Sistem Pilkada pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bupati 

dan Wali Kota di Yogyakarta harus melewati pemilihan kepala daerah 

langsung agar dapat dipilih. Namun, untuk posisi Gubernur dan Wakil 

Gubernur mempunyai syarat khusus yang harus dilaksanakan oleh para calon. 

Pada UU No.13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Dalam sistem pemilihan kepala daerah pada posisi Gubernur dan 

Wakil Gubernur telah diatur dan harus dipegang oleh seorang Sultan 

Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam. Keistimewaan tersebut diatur 

dalam Pasal 18 ayat 1, yang menyebutka bahwa “Daerah Istimewa 

Yogyakarta memiliki bentuk dan susunan pemerinthan yang bersifat 

istimewa” .
16

 Keempat provinsi tersebut memiliki pengakuan dari negara 

yang bersifat legal formal. Hal ini, merupakan desentralisasi asimetris yaitu 

terbukanya suatu ruang gerak implementasi dan kreativitas agar dapat 

melaksanakan pemerintahan daerah di luar aturan umum khusus yang mana 

                                                 
15

 Dani Prabowo, “Pilkada Asimetris, Tiga Daaerah Ini Sudah Tentukan Kepala Daerah Dengan 

Cara Berbeda”, compas.com (blog),  November 21, 2019. Diakses pada  rabu 23 Agustus 2023. 

https://nasional.kompas.com/read/2019/11/21/10174421/pilkada-asimetris-tiga-daerah-ini-sudah-

tentukan-kepala-daerah-dengan-cara  
16

 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, 

(Lembar Negara Tahun 2012 Nomor 170,  Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 

5339). 

https://nasional.kompas.com/read/2019/11/21/10174421/pilkada-asimetris-tiga-daerah-ini-sudah-tentukan-kepala-daerah-dengan-cara
https://nasional.kompas.com/read/2019/11/21/10174421/pilkada-asimetris-tiga-daerah-ini-sudah-tentukan-kepala-daerah-dengan-cara
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diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, ataupun 

Peraturan Perundang-undangan lainnya.
17

 

Adanya sistem Pilkada dari ke-4 daerah diatas yaitu suatu perwujudan 

pada Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945 yang menjadi basis 

konstitusional desentralisasi asimetris, masuk pada ranah politik. Perbedaan 

dari sistem ini yaitu terhadap konsekuensi dari penghormatan dan pengakuan 

negara pada keistimewaan dan kekhususan daerah tertentu. Akan tetapi hal 

tersebut dinyatakan apabila menyangkut pada hubungan Pilkada, tidak hanya 

pada satu aturan saja akan tetapi juga terdapat pada aturan pada Pasal 18B 

ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945. Secara spesifik menjadi dasar 

konstitusional pada pemilihan kepala daerah yang berdasarkan pada Pasal 18 

angka 4 UUD NRI 1945: 

Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala 

pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara 

demokrasi .
18

 

 

Kepemimpinan Islam yaitu merupakan kepemimpinan yang 

berlandaskan pada hukum Allah. Oleh karena itu, pimpinan haruslah 

seseorang yang memiliki pengetahuan tentang hukum Ilahi. Setelah para 

khilafah atau Imam tiada, maka negara harus dipimpin oleh orang-orang  

faqih yang mana telah memenuhi persyaratan sesuai syariat yang berlaku. 

Sebagai seorang pemimpin seharusnya kita selalu mengupayakan agar dapat 

                                                 
17

 Ali Muhammad Johan C, Sistem Pemilihan Kepala Daerah Pada Daerah Yang Memberlakukan 

Desentralisasi Asimetris, Jurnal Al-Qisth Law Review Vol. 5 No. 1 (Jakarta 2021): 7.  

https://jurnal.umj.ac.id/index.php/al-qisth/article/view/9862  
18

 Ali Muhammad Johan C, Sistem Pemilihan Kepala Daerah Pada Daerah Yang Memberlakukan 

Desentralisasi Asimetris, Jurnal Al-Qisth Law Review Vol. 5 No. 1 (Jakarta 2021): 11 

https://jurnal.umj.ac.id/index.php/al-qisth/article/view/9862  

https://jurnal.umj.ac.id/index.php/al-qisth/article/view/9862
https://jurnal.umj.ac.id/index.php/al-qisth/article/view/9862
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menyempurnakan suatu keilmuan, agar dapat mengambil resiko dengan 

berani dan agar mampu mengambil berbagai pelajaran dari keberhasilan 

ataupun kegagalan dari para pemimpin terdahulu. Jadilah pemimpin yang 

berangkat dari dasar keilmuan serta ketakwaan bukan atas dasar nafsu dan 

keserakahan. Pemilihan kepala daerah dalam Islam merupakan suatu prinsip 

musyawarah (syura) dan memilih pemimpin harus sesuai dengan syariat.
19

 

Siyasah dusturiyah bagian fiqh siyasah yang menjelaskan terkait 

permasalahan perundang-undangan di negara, yang didalamnya membahas 

lembaga demokrasi, konstitusi, legislasi, dan juga Syura.  Dalam siyasah 

dusturiyah juga menjelaskan terkait kajian konsep negara hukum dalam 

siyasah dan hubungan symbiotic diantara pemerintah melindungi secara 

dengan rakyat serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.
20

 

Q.S. Asy Syura ayat 38 merupakan salah satu sumber pada hukum 

Islam yang menjelaskan tentang musyawarah dengan prinsip bahwa 

musyawarah mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Islam. Selain dalam 

bentuk perintah Allah SWT. musyawarah merupakan suatu hakikat yang 

dapat mewujudkan sebuah tatanan masyarakat yang bersifat demokratis. 

Prinsip musyawarah yang dijelaskan dalam Q.S. Asy Syura ayat 38, dapat 

mengarah pada kenikmatan ukhrawi yang baik dan lebih kekal itu 

dianugerahkan kepada orang-orang yang menerima dan mematuhi seruan 

                                                 
19

 Nadzmi Akbar, Kepemimpinan Islam Kepemimpinan Yang Membimbing, (Kalimantan Selatan: 

Antasari Press, 2018), 15. https://idr.uin-antasari.ac.id/Rivisi.pdf  
20

 Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, Ilmu Hukum 

Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah: Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di 

Indonesia, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), 11 

http://repository.iainponorogo.ac.id/615/1/Ilmu%20Hukum%20dalam%20Sampul%20Siyasah%2

0Dusturiyah.pdf 

https://idr.uin-antasari.ac.id/Rivisi.pdf
http://repository.iainponorogo.ac.id/615/1/Ilmu%20Hukum%20dalam%20Sampul%20Siyasah%20Dusturiyah.pdf
http://repository.iainponorogo.ac.id/615/1/Ilmu%20Hukum%20dalam%20Sampul%20Siyasah%20Dusturiyah.pdf
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Tuhan melalui para Rasul dan Wahyu-wahyu yang disampaikan kepada 

mereka dan orang-orang yang melaksanakan shalat, sebagai kewajiban yang 

diwajibkan kepada mereka, sedangkan urusan yang berkaitan dengan 

persoalan dunia dan kemaslahatan kehidupan diputuskan dengan 

musyawarah. 

                              

      

 
Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan 

Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka 

(diputuskan) dengan musyawarah antara mereka dan mereka 

menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada 

mereka.
21

 

 

 

Dilandaskan dalam uraian di atas bahwa penelitian yang dilaksanakan 

untuk dapat memahami lebih lanjut terkait norma yang terdapat pada  Pasal 

18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan pedoman utama pada 

pembahasan pemilihan kepala daerah. Adapun yang menjadi kata kunci dari 

Pasal 18 angka 4 UUD NRI Tahun 1945 merupakan Pilkada dipilih secara 

demokratis. Jika dikaitkan dengan Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 

Tahun 1945, maka dapat dipahami terkait dengan keragaman asimetris yang 

terdapat pada sistem pemilihan kepala daerah pada empat daerah yang telah 

disebutkan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Artinya, 

secara konstitusional daeah-daerah istimewa dan khusus dapat memiliki 

berbagai ragam asimetris pada sistem pemilihan kepala daerah, yang tidak 

                                                 
21

 https://tafsirweb.com/9128-surat-asy-syura-ayat-38.html diakses pada Kamis 24 Agustus 2023. 

https://tafsirweb.com/9128-surat-asy-syura-ayat-38.html
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bertentangan dan memiliki prinsip yang sejalan dengan prinsip demokratis. 

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pemilihan kepala daerah asimetris 

dengan mengambil judul “Sistem Pemilihan Kepala Daerah Asimetris Di 

Indonesia”. 

B. Fokus Penelitian 

1. Bagaimana sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia menurut Pasal 18 

Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945? 

2. Bagaimana penerapan sistem pemilihan kepala daerah asimetris di 

Indonesia? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia menurut 

Pasal 18 Ayat (4) UUD  NRI Tahun 1945. 

2. Untuk mengetahui sistem pemilihan kepala daerah asimetris di Indonesia. 

D. Manfaat 

Manfaat penelitian berisikan terkait dengan konstribusi yang diberikan 

setelah kegiatan penelitian.
22

 Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu:  

1. Manfaat teoretis  

a. Sebagai referensi untuk mempelajari terkait dengan pemilihan kepala 

daerah menurut UUD NRI Tahun 1945 dan pemilihan kepala daerah 

asimetris di Indonesia. 

                                                 
22

 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah, (Jember: UIN KHAS Jember 2021), 

39. 
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b. Sebagai sarana kontribusi agar dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dalam pelaksanaan pemilhan kepala daerah yang baik di 

Indonesia. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Dapat bermanfaat untuk menumbuh kembangkan pemikiran 

pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang baik di Indonesia. 

b. Bagi UIN KHAS Jember 

Diharapkan dengan adanya skripsi ini dapat memberikan 

pemahaman keilmuan dan referensi bagi para akademisi yang 

selanjutnya dapat menjadi rujukan untuk penelitian yang akan dibahas 

yang sesuai dengan judul penelitian. 

c. Bagi Masyarakat 

Diharapkan penelitian ini akan memberikan sumber informasi dan 

penambahan wawasan bagi masyarakat yang khususnya pembahasan 

terkait pemilihan kepala daerah yang menggunakan asimetris pada 

sistem pemilihan kepala daerah yang  berlandaskan  Pasal 18 angka 4 

UUD NRI Tahun 1945. 
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E. Definisi Istilah 

1. Sistem  

Kata sistem menurut KBBI mempunyai arti perangkat unsur yang 

berkaitan untuk  membangun sebuah totalitas.
23

 Dilihat dari definisi 

tersebut sistem merupakan gabungan dari beberapa unsur yang 

berhubungan untuk mencapai suatu tujuan. Sistem secara garis besar 

merupakan suatu kesatuan dari unsur-unsur atau komponen-komponen 

yang memiliki fungsi berbeda-beda namun saling ketergantungan serta 

bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. 

2. Pemilihan Umum 

Pemilihan berasal dari kata pilih. Kata pemilihan menurut KBBI 

memiliki makna dengan teliti memilih, menentukan dan mencari sesuatu 

yang baik, menunjuk orang atau calon.
24

 Sedangkan kata umum menurut 

KBBI mengartikan bahwa keseluruhan tersebut tidak merarah pada hal-

hal khusus.
25

 Pemilihan Umum berfungsi sebagai alat penyaring bagi 

politikus dalam mewakili serta membawa suara rakyat dalam lembaga 

perwakilan.  

Pemilihan Umum merupakan suatu sarana demokrasi yang 

digunakan dalam pemilihan Legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) dan 

Eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan 

                                                 
23

 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus versi online/daring https://kbbi.web.id/sistem, 

diakses pada Kamis, 15 Desember 2022. 
24

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus versi online/daring 

https://kbbi.web.id/pemilihan,  diakses pada Kamis, 15 Desember 2022. 
25

  Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus versi online/daring https://kbbi.web.id/umum, 

diakses pada Kamis, 15 Desember 2022. 

https://kbbi.web.id/sistem
https://kbbi.web.id/pemilihan
https://kbbi.web.id/umum
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Walikota). Pemilihan Umum juga merupakan sarana dari pelaksanaan 

kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, jujur, dan adil 

guna menghasilkan pemerintahan negara yang demikratis berdasarkan 

amanah Pancasila dan UUD 1945.
26

 

Pemilu dalam  UU No. 7 Tahun 2017 menyebutkan pemilu 

merupakan suatu sarana untuk kesejahteraan masyarakat agar dapat 

memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR dan DPD yang mana 

hal tersebut dilakukan melalui pemilihan secara langsung berdasarkan 

LUBER JURDIL  dalam NKRI  berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 

Tahun 1945. Pemilihan umum sebagai wujud dari kedaulatan rakyat dan 

demokrasi.
27

 

3. Pemilihan Kepala Daerah 

Pemilihan berasal dari kata pilih. Kata pemilihan menurut KBBI 

memiliki makna dengan teliti memilih, menentukan dan mencari sesuatu 

yang baik, menunjuk orang atau calon.
28

  Kepala daerah menurut Kamus 

Hukum memiliki makna orang yang mempunyai kewenangan dan 

kewajiban untuk dapat memimpin atau mengepalai suatu daerah.
29

  

Dalam UU No. 23 Tahun 2014 dalam Pasal 1 ayat 3 yang 

menyatakan bahwa kepada daerah adalah unsur penyelenggaraan 

                                                 
26

 Hayyumi Adi Putra, “Strategi KPU Jember Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat 

Terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018”, (SKRIPSI UIN 

Khas Jember, 2020), 2. 
27

 Tim Penyusun, Buku Pintar PEMILU dan DEMOKRASI, (Bogor: Komisi Pemilihan Umum 

Kota Bogor, 2020), 12. https://jdih.kpu.go.id/pdf.  
28

 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus versi online/daring 

https://kbbi.web.id/pemilihan, diakses pada Kamis, 15 Desember 2022. 
29

 Kamus Hukum, kamus versi online/daring https://www.literasihukum.com/p/kamus-hukum-

lengkap-online.html diakses pada Kamis, 15 Desember 2022. 

https://jdih.kpu.go.id/pdf
https://kbbi.web.id/pemilihan
https://www.literasihukum.com/p/kamus-hukum-lengkap-online.html
https://www.literasihukum.com/p/kamus-hukum-lengkap-online.html
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Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom.
30

 Kepala daerah dapat 

disimpulkan, pemerintahan di daerah yang berkaitan dengan kewenangan 

yang dimiliki dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sesuai 

dengan otonomi daerah yang berkaitan dengan pembagian kekuasaan 

dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Kepala Daerah meliputi 

Gubernur sebagai kepala daerah Provinsi, Bupati sebagai kepala daerah 

Kabupaten, atau Wali Kota sebagai kepala daerah Kota.
31

 

4. Asimetris 

Kata asimetris menurut KBBI memiliki makna tidak setangkup 

atau tidak simetris.
32

 Pilkada asimetris merupakan sistem yang 

memungkinkan adanya perbedaan mekanisme pemilihan kepala daerah 

antar daerah. Perbedaan tersebut bisa muncul karena suatu daerah 

memiliki karakteristik tertentu seperti kekhususan dalam aspek 

administrasi budaya maupun aspek strategis lainnya.
33

 Asimetris pada 

Pemilihan Kepala daerah terjadi dikarenakan adanya perbedaan 

pelaksanaan mekanisme pemilihan kepala daerah antar daerah. 

 

 

                                                 
30

 Umar Ma’ruf, Politik Hukum Otonomi Daerah dan Pemilihan Kepala Daerah, (Semarang: 

UNISSULA PRESS, 2020), 81. http://research.unissula.ac.id/file/publikasi/Full.pdf.  
31

 Umar Ma’ruf, 82. 
32

 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus versi online/daring 

https://kbbi.web.id/asimetris, diakses pada Kamis, 15 Desember 2022. 
33

 Utami Argawati, “Memahami Konsep Desentralisasi Asimetris Berdasarkan Undang-Undang”, 

mkri.id (blog), (Jakarta, 22 Oktober 2022) https://www.mkri.id/index. Diakses pada Minggu, 18 

Desember 2022. 

http://research.unissula.ac.id/file/publikasi/Full.pdf
https://kbbi.web.id/asimetris
https://www.mkri.id/index
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5. Fiqh Siyasah Dusturiyah 

Kata Fiqh menurut KBBI memiliki makna ilmu tentang hukum 

Islam.
34

 Siyasah Dusturiyah merupakan pembahasan Undang-Undang 

Dasar dalam suatu negara yang membahas mengenai bentuk 

pemerintahan, lembaga-lembaga negara, serta hak kewajiban sebuah 

warga negara. Fiqh Siyasah Dusturiyah membahas mengenai hubungan 

pemimpin dengan rakyat dan institusi yang ada dalam negara sesuai 

dengan kebutuhan rakyat demi kemaslahatan dan kebutuhan rakyat itu 

sendiri.
35

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam skripsi yang ditulis oleh peneliti 

sebagaimana berikut:  

Bab I, membahas terkait konteks penelitian, rumusan masalah, tujuan, 

manfaat, definisi istilah dan sistematika pembahasan pada penelitian yang 

dilakukan. 

Bab II, membahas terkait penelitian terdahulu, kajian teori untuk 

menghindari plagiasi pada penelitian ini, pada pembahasan yang digunakan 

dalam penelitian yaitu:  

1. Teori Negara Hukum; 

2. Sistem Pilkada berdasarkan UUD NRI 1945; 

                                                 
34

 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus versi online/daring https://kbbi.web.id/fikih, 

diakses pada Sabtu, 16 Desember 2023. 
35

 Ali Akhbar Mas Rabbani Lubis, Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah: Refleksi atas 

Teori da Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia, (Yogyakarta: Semesta Aksara 2019), 48. 

http://repository.iainponorogo.ac.id/615/1/Ilmu%20Hukum%20dalam%20Sampul%20Siyasah%2

0Dusturiyah.pdf  

https://kbbi.web.id/fikih
http://repository.iainponorogo.ac.id/615/1/Ilmu%20Hukum%20dalam%20Sampul%20Siyasah%20Dusturiyah.pdf
http://repository.iainponorogo.ac.id/615/1/Ilmu%20Hukum%20dalam%20Sampul%20Siyasah%20Dusturiyah.pdf
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3. Konsep Pilkada Melalui DPRD; 

4. Konsep Pilkada Melalui Pemilihan Langsung; 

5. Konsep Otonomi Daerah; 

6. Sentralisasi; 

7. Desentralisasi Asimetris; 

8. Fiqh Siyasah Dusturiyah; 

9. Pilkada Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

10. Pemilihan Kepala Daerah Menurut UU Nomor 29 Tahun 2009 tentang 

Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 

11. Pemilihan Kepala Daerah Menurut UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; 

12. Pemilihan Kepala Daerah Menurut UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang 

Otonomi Khusus Papua; 

13. Pemilihan Kepala Daerah Menurut UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh. 

Bab III, membahas terkait dengan metode penelitian yang digunakan, 

serta menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, teknik 

pengumpulan bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum. 

Bab IV, mengenai bab IV berisikan mengenai hasil analisis dan 

pembahasan terhadap fokus penelitian, yaitu mengenai: 

1. Sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia menurut Pasal 18 Ayat (4) 

UUD NRI Tahun 1945; 

2. Penerapan sistem pemilihan kepala daerah asimetris di Indonesia; 
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3. Kajian temuan dari fokus penelitian. 

Bab V, adalah bagian penutup skripsi yakni atas kesimpulan dan saran 

dari penelitian yang sudah dilakukan.  



 20 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

1. Ros Intan Hasinah Hasibuan, 2020. Universitas Muhammadiyah Sumatera 

Utara Medan, “Efektivitas Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD dan 

Pemilihan Secara Langsung Oleh Rakyat Dalam Sistem Demokrasi (Studi 

di Kota Medan)”. 

Isu hukum yang ada berupa munculnya beberapa macam terkait 

pembahasan pemilihan kepala daerah menimbulkan perdebatan dan 

permasalahan dengan disahkannya UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dalam hal ini, mekanisme 

pada pemilihan langsung oleh masyarakat hingga mekanisme pemilihan 

secara tidak langsung yang dipilih oleh DPRD. Masyarakat cenderung 

kontra terhadap UU Nomor 22 Tahun 2014 dikarenakan mekanisme 

tersebut secara tidak langsung dianggap telah bertentangan pada 

Konstitusi dan Pancasila. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis 

empiris. Hasil dalam penelitian ini berupa efektivitas pemilihan kepala 

daerah secara langsung melalui pemilihan oleh rakyat akan lebih 

diutamakan dan melalui pemilihan umum masyarakat lebih mengetahui 

visi dan misi pasangan calon dan kepala daerah yang terpilih. Adapun 

saran yang diberikan oleh peneliti dalam penelitian  yang dijalankan baik 

secara langsung maupun melalui DPRD pada dasarnya sama-sama dipilih 
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secara demokratis, akan tetapi yang membedakannya tergantung kepada 

para pemilih dalam menentukan pilihannya.
37

 

State of the art penelitian terdahulu dengan penelitian ini berupa 

pemilihan kepala daerah secara khusus yang ada di beberapa daerah 

menggunakan penelitian normatif. Jika pada penelitian terdahulu berupa 

pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat maupun tidak 

langsung oleh DPRD dengan menggunakan penelitian empiris. Hal 

tersebut yang menjadi bentuk pembaharuan pengembangan penelitian 

terdahulu dengan penelitian yang dilakukan ini. 

2. Misalina, 2022. IAIN Batusangkar, “Pemilihan Kepala Daerah Langsung 

Di Indonesia Perspektif Al-Mawardi”. 

Isu hukum dalam penelitian ini adanya problematika Pilkada pada 

tahun 2002 yang diseleggarakan pada saat Covid-19 dimana pemerintah 

menetapkan pelaksanaan sosial distancing dan physical distancing, 

sedangkan pilkada harus mengumpulkan banyak massa dari proses 

tahapan aktifitas kegiatan, penyusunan data pemilih pemilih, pencocokan 

data dan juga penentuan pasangan calon sampai pada proses pemungutan 

suara. Dalam hal tersebut, dengan adanya pandemi berdampak signifikan 

dan memberikan tekanan di berbagai wilayah Negara dan memutuskan 

Pilkadan pada tingkat lokal dapat berlangsung atau tidak sehingga masih 

banyak pro kontra di lingkungan masyarakat. Al-mawardi mengatakan 

                                                 
37

 Ros Intan Hasinah Hasibuan, “Efektifitas Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD dan 

Pemilihan Secara Langsung Oleh Rakyat Dalam Sistem Demokrasi (Studi di Kota Medan)”, 

(Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2020). 
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pilkada dilaksanakan dengan dua (2) cara yakni melalui pengangkatan 

pada cara sukarela dengan pemilihan oleh khalifah dan yang kedua yaitu 

pemilihan dengan cara dipaksa, sedangkan di Indonesia menggunakan 

pemilihan secara langsung melalui suara rakyat. Rumusan dalam 

penelitian ini: (1) Bagaimana mekanisme pemilihan kepal daerah langsung 

di Indonesia? (2) Analisis mekanisme pemilihan kepala daerah langsung di 

Indonesia perspektif Al-Mawardi?. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah 

kepustakaan (Library Research) dengan menggunakan pendekatan 

perbandingan (Deskriptif Komparatif). Hasil dari penelitian berupa adanya 

persamaan dan perbedaan mekanisme, persyaratan, kewenangan kepala 

daerah, dan tahapan pemilihan kepala daerah dalam mekanisme 

pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung di Indonesia. Jika 

Indonesia menerapkan pemikiran Al-Mawardi maka dapat timbul dampak 

negatif seperti timbul rasa kurang percaya rakyat kepada pemimpinnya 

karena kepala daerah terpilih bukan yang dikehendaki rakyat melainkan 

Khalifah, dan kurang adanya penerapan sistem demokrasi dimana 

biasanya menetapkan kepala daerah dipilih oleh rakyat. 

 Saran dari penelitian berupa hendaknya penyelenggara dan 

pemilihan kepala daerah melihat dan mengacu pada pemikiran Islam dan 

Undang-Undang dimana hal tersebut dapat menjadi bertimbangan dalam 
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pemilihan sehingga dapat menambah wawasan dan referensi dalam bidang 

pemerintahan Islam maupun Undang-Undang.
38

 

3. Kustiatun Hasanah, 2023. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, “Pemilihan 

Kepala Daerah Asimetris Dalam Sistem Hukum Indonesia”. 

Isu hukum dalam penelitian ini berupa adanya penyelenggaraan 

otonomi khusus pada beberapa daerah yang ada di Indonesia, dalam hal ini 

menimbulkan adanya sistem pemilukada asimetris yang menganut konsep 

dan mekanisme pemilukada yang berbeda dari pemilukada yang 

diterapkan pada daerah yang tidak menggunakan otonomi khusus. 

Rumusan masalah dalam penelitian: (1) Bagaimana konsep pemilukada 

asimetris pada daerah dengan otonomi khusus di Indonesia? (2) 

Bagaimana komparasi pemilihan kepala daerah secara islami dengan 

secara asimetris?. 

Dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian yuridis 

empiris dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan 

menggunakan pendekatan konseptual. Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu 

berupa konsep pemilukada simetris yang ada dibeberapa daerah di 

Indonesia memiliki aturan khusus dan mekanisme khusus dalam pemilihan 

kepala daerah. Komparasi pilkada asimetris dalam perspektif hukum Islam 

tidak begitu berbeda, dengan adanya variasi atau perbedaan sistem pilkada 

pada daerah berotonomi khusus menjadi basis konstitusional desentralisasi 

asimetris termasuk pada bidang politik. 

                                                 
38

 Misalina, “Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Indonesia Perspektif Al-Mawardi”, (Skripsi, 

IAIN Batusangkar, 2022). 
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Saran dari penelitian ini dalam perspektif negara hukum tujuan 

pemilu baik untuk memilih Presiden, Legislatif maupun Kepala Daerah 

idealnya untuk melahirkan pemimpin yang berintegritas, bertanggung 

jawab, jujur dan amanah sehingga mampu menciptakan pemerintah yang 

baik.
39

 

4. Novi Ulfa Hanani, 2021. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 

Medan, “Kajian Normatif Penerapan Desentralisasi Asimetris Dalam 

Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Di Provinsi Aceh”. 

Isu hukum dalam penelitian ini berupa adanya nilai dasar penyusunan 

model terkait kewenangan desentralisasi asimetris di Indonesia yang 

berpusat pada penyerahan atau pelimpahan sebagaian kekuasaan dan 

kewenangan pemerintah pusat pada pemerintah daerah untuk mengatur 

dan mengurus sebagaian kekuasaan dan kewenangan berdasarkan 

kekhususan daerah. Rumusan masalah dalam penelitian: 1) ) Bagaimana 

konsep yuridis desentralisasi asimetris dalam sistem hukum 

ketatanegaraan? 2) Bagaimana kewenangan pemerintah daerah di Provinsi 

Aceh dalam perspektif desentralisasi asimetris? 3) ) Bagaimana 

problematika penerapan desentralisasi asimetris dalam pelaksanaan 

kewenangan pemerintahan daerah di Provinsi Aceh? . 

Metode penelitian menggunakan penelitian normatif dengan 

pendekatan Perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, 

pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Hasil dari 

                                                 
39

 Kustiatun Hasanah, “Pemilihan Kepala Daerah Asimetris Dalam Sistem Hukum Indonesia”, 

(Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023). 
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penelitian ini berupa konsep yuridis desentralisasi asimetris dalam sistem 

hukum ketatanegaraan terdapat dalam Undang-Undang Pemerintahan 

Daerah, dan khususnya pada daerah yang menerapkan desentralisasi 

asimetris memiliki ciri khusus yang tidak sama dengan daerah yang lain. 

Kewenangan pemerintah Provinsi Aceh diatur pada Pemerintah Aceh yang 

mana mengembangkan suatu model pembangunan berbeda dan juga model 

terkait demokratis yang memiliki basis pada masyarakat yang 

berkebudayaan dengan kegiatan turun menurun pada nilai adat dan 

keagamaan. Permasalahan yang terdapat dalam penerapan pembagian 

kedudukan di antara pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten yang 

perlu diatas oleh pemerintah Pusat dan Aceh. 

Saran pada penelitian ini berupa UU Pemerintahan Aceh yang berlaku 

diatur lebih jelas pada bidang kedudukannya, oleh karena itu ada beberapa 

pembahasan yang tidak ada aturan secara jelas. Pemerintahan pusat harus 

mempunyai atau memberikan suatu aturan yang jelas terhadap penyusunan 

pengawasan dan juga pelaksanaannya. Dengan adanya program yang 

tersusun tersebut dapat memenuhi persyaratan dalam pemilu yang mana 

dalam hal tersebut masyarakat ikut berprestasi agar sesuai dengan apa 

yang dibutuhkan.
40

 

                                                 
40

 Novi Ulfa Hanani, “Kajian Normatif Penerapan Desentralisasi Asimetris Dalam Pelaksanaan 

Kewenangan Pemerintah Daerah Di Provinsi Aceh”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah 

Sumatera Utara Medan , 2021). 
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5. Silvi Nudia Nazla, 2023. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, “Kebijakan 

Desentralisasi Asimetris Terhadap Alokasi APBD Otonomi Khusus Papua 

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021”. 

Isu hukum dalam penelitian ini berupa adanya pemisahan kekuasaan 

dan aliran dana tidak jelas dalam APBD serta pelaksanaan otonomi khusus 

yang masih dihadapkan pada gerakan separatisme yang terus berlangsung 

dan alokasi dana otonomi khusus yang sangat besar selama 20 tahun tidak 

membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rumusan masalah 

dalam penelitian: (1) Bagaimana capaian dan kinerja otonomi khusus 

Papua berdasarkan UU No. 2 Tahun 2021? (2) Bagaimana politik hukum 

anggaran dan alokasi dana Otonomi Khusus Papua menurut UU No. 2 

Tahun 2021?. 

Metode penelitian  menggunakan penelitian hukum normatif dengan 

pendekatan peraturan Perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil 

penelitian ini berupa Papua telah mendapatkan dana otonomi khusus sejak 

disahkannya UU No. 21 Tahun 2021 dengan total dana mencapai 92,6 

triliun tetapi perubahan yang terjadi tidak signifikan karena pengelolaan 

penganggaran dana transparan serta diduga terdapat korupsi. Pemerintah 

merumuskan politik hukum baru melalui pembentukan UU No. 21 Tahun 

2001 menjadi UU No. 2 Tahun 2021, yang melakukan perubahan tata 

kelola anggaran dan alokasi keuangan pada daerah Papua. 

Saran penelitian berupa pemerintah seharusnya memastikan seluruh 

kebijakan tata kelola dana Papua yang diterapkan secara presisi. 
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Mempubikasikan semua hal yang dilakukan pemerintah kepada Papua 

yang berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi khusus Papua dan 

pemerintah Papua memprioritaskan agenda yang berdampak langsung 

pada rakyat agar signifikan.
41

 

Tabel 2.1 

Perbandingan Penelitian 

 

 

No 

Nama, Instansi, 

Tahun, Judul 

Penelitian 

Isu Hukum 

Penelitian 

Pendekatan 

dan Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 Ros Intan 

Hasinah 

Hasibuan, 2020. 

Universitas 

Muhammadiyah 

Sumatera Utara 

Medan, 

“Efektivitas 

Pemilihan 

Kepala Daerah 

Melalui DPRD 

dan Pemilihan 

Secara 

Langsung  Oleh 

Rakyat Dalam 

Sistem 

Demokrasi 

(Studi di Kota 

Medan)” 

Munculnya 

pembahasan 

mengenai 

pemilihan 

kepala daerah 

yang muncul 

perdebatan 

dan 

permasalahan 

disahkannya 

UU No 22 

2014. Serta 

mekanisme 

pemilihan 

Langsung 

oleh rakyat 

hingga 

mekanisme 

pemilihan 

secara tidak 

langsung 

dipilih oleh 

DPRD. 

Penelitian 

yang 

digunakan 

berupa 

penelitian 

yuridis 

empiris. 

Pertama pilkada 

melalui DPRD lebih 

efektif karena dapat 

menekan anggaran 

politik yang 

dikeluarkan, 

mencegah terjadinya 

bentrokan dan 

perdebatan 

masyarakat antara 

pendukung calon 

kepala daerah. 

Kedua pilkada secara 

langsung oleh rakyat 

akan memiliki ikatan 

lebih dekat dengan 

masyarakat karena 

dipilih secara 

langsung untuk 

menentukan figur 

yang akan 

memimpin 

daerahnya sendiri. 

Ketiga pilkada 

melalui DPRD 

dianggap tidak 

menunjukkan kepada 

rakyat. 

                                                 
41

 Silvi Nudia Nazla, “Kebijakan Desentralisasi Asimetris Terhadap Alokasi APBD Otonomi 

Khusus Papua Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021”, (Skripsi, UIN Syarif 

Hidayatullah, 2023). 
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No 

Nama, Instansi, 

Tahun, Judul 

Penelitian 

Isu Hukum 

Penelitian 

Pendekatan 

dan Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

Persamaan penelitian 

berupa pembahasan 

pemilihan kepala 

daerah melalui 

DPRD. Perbedaan 

penelitian terdapat 

pada metode 

penelitian yang 

digunakan. 

2. Misalina, 2022. 

IAIN 

Batusangkar , 

“Pemilihan 

Kepala Daerah 

Langsung Di 

Indonesia 

Persepktif Al-

Mawardi” 

Adanya 

permasalahan 

Pilkada tahun 

2020 yang 

diselenggarak

an pada saat 

Covid-19, hal 

tersebut 

berdampak 

signifikan 

dan 

memberikan 

tekanan di 

berbagai 

wilayah serta 

Al-Mawardi 

mengatakan 

Pilkada 

dilaksanakan 

dengan dua 

cara 

pengangkatan 

sukarela dan 

cara paksaan. 

Metode 

penelitian 

yang 

digunakan 

berupa 

penelitian 

kepustakaan 

(Library 

Research) 

dengan 

pendekatan 

perbandingan 

(Deskriptif 

Komparatif). 

Terdapat persamaan 

dan perbedaan 

mekanisme, 

persyaratan, 

kewenangan kepala 

daerah, dan tahapan 

pemilihan kepala 

daerah  dalam 

mekanisme 

pelaksanaan kepala 

daerah secara 

langsung di 

Indonesia. Jika 

menerapkan 

pemikiran Al-

Mawardi maka 

timbul dampak 

negatif seperti rasa 

kurang percaya 

rakyat pada 

pemimpinnya karena 

kepala daerah 

terpilih bukan yang 

dikehendaki rakyat 

melainkan Khalifa. 

Persamaan penelitian 

berupa pelaksanaan 

pemilihan kepala 

daerah secara 

langsung di 

Indonesia. Perbedaan 

penelitian terdapat 

pada pemilihan 
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No 

Nama, Instansi, 

Tahun, Judul 

Penelitian 

Isu Hukum 

Penelitian 

Pendekatan 

dan Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

kepala daerah 

menggunakan 

perspektif Al-

Mawardi sedangkan 

penelitian terbaru 

menggunakan 

konsep otonomi 

khusus. 

 

3. Kustiatun 

Hasanah, 2023. 

UIN Syarif 

Hidayatullah 

Jakarta, 

“Pemilihan 

Kepala Daerah 

Asimetris 

Dalam Sistem 

Hukum 

Indonesia” 

Adanya 

penyelenggar

aan otonomi 

khusus pada 

beberapa 

daerah di 

Indonesia 

yang 

menimbulkan 

adanya sistem 

pemilukada 

asimetris 

yang  

menganut 

konsep dan 

mekanisme 

pemilukada 

yang berbeda 

dengan 

pemilukada 

yang 

diterapkan 

pada daerah 

yang tidak 

berotonomi 

khusus. 

Metode 

penelitian 

yang 

digunakan 

berupa 

penelitian 

yuridis 

normatif 

dengan 

menggunaka

n pendekatan 

Undang-

Undang dan 

Konseptual. 

Pertama konsep 

pemilukada simetris 

yang ada pada 

beberapa daerah di 

Indonesia memiliki 

aturan khusus dan 

mekanisme khusus 

dalam pemilihan 

kepala daerah. 

Kedua komparasi 

pilkada asimetris 

dalam  

perspektif hukum 

islam tidak begitu 

berbeda. 

Persamaan penelitian 

berupa pemilihan 

kepala daerah 

asimetris di 

Indonesia. 

4. Novi Ulfa 

Hanani, 2021. 

Universitas 

Muhammadiyah 

Sumatera Utara 

Medan “Kajian 

Normatif 

Adanya nilai 

dasar 

penyusunan 

model 

kewenangan 

desentralisasi 

asimetris di 

Metode 

penelitian 

yang 

digunakan 

berupa 

penelitian 

normatif 

Pertama, konsep 

yuridis desentralisasi 

asimetris dalam 

sistem hukum 

ketatanegaraan 

terdapat dalam 

Undang-Undang 
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No 

Nama, Instansi, 

Tahun, Judul 

Penelitian 

Isu Hukum 

Penelitian 

Pendekatan 

dan Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

Penerapan 

Desentralisasi 

Asimetris 

Dalam 

Pelaksanaan 

Kewenangan 

Pemerintah 

Daerah Di 

Provinsi Aceh” 

Indonesia 

yang berpusat 

pada 

penyerahan 

pelimpahan 

kekuasaan 

dan 

kewenangan 

pemerintah 

pusat pada 

pemerintah 

daerah untuk 

mengatur 

kekhususan 

daerah. 

dengan 

pendekatan 

Perundang-

undangan, 

pendekatan 

kasus, 

pendekatan 

historis, 

pendekatan 

perbandingan

, dan 

pendekatan 

konseptual. 

Pemerintahan 

Daerah. Kedua 

khususnya pada 

daerah yang 

menerapkan 

desentralisasi 

asimetris memiliki 

ciri khusus yang 

tidak sama dengan 

daerah yang lain. 

Ketiga, kewenangan 

pemerintah Aceh 

diatur dalam UU 

Pemerintahan Aceh 

yang 

mengembangkan 

model pembangunan 

berbeda dan model 

demokratisasi 

berbasis pada 

kebudayaan, nilai 

agama, dan adat. 

Persamaan penelitian 

berupa penerapan  

desentralisasi 

asimetris pada 

daerah yang 

berotonomi khusus. 

Perbedaan penelitian 

terdapat pada fokus 

penelitian dan 

penelitian hanya 

fokus pada satu 

daerah saja yaitu 

Provinsi Aceh, 

sedangkan penelitian 

terbaru mengkaji 

empat (4) daerah 

yang menggunakan 

otonomi khusus. 
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No 

Nama, Instansi, 

Tahun, Judul 

Penelitian 

Isu Hukum 

Penelitian 

Pendekatan 

dan Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

5. Silvi Nudia 

Nazla, 2023. 

UIN Syarif 

Hidayatullah 

Jakarta 

“Kebijakan 

Desentralisasi 

Asimetris 

Terhadap 

Alokasi APBD 

Otonomi 

Khusus Papua 

Menurut 

Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 

2021” 

Adanya 

pemisahan 

kekuasaan 

dan aliran 

dana tidak 

jelas dalam 

APBD serta 

pelaksanaan 

otonomi 

khusus yang 

masih 

dihadapkan 

dengan 

gerakan 

separatisme 

yang terus 

berlangsung 

serta alokasi 

dana yang 

sangat besar 

tidak 

membantu. 

peningkatan 

kesejahteraan 

masyarakat 

Metode 

penelitian 

menggunaka

n penelitian 

normatif 

dengan 

pendekatan 

Perundang-

undangan 

dan 

pendekatan 

kasus. 

Pertama, Papua telah 

mendapatkan dana 

otonomi khusus 

dengan total dana 

mencapai 92,6 triliun 

tetapi perubahan 

yang terjadi tidak 

signifikan. Kedua, 

pemerintah 

merumuskan politik 

hukum baru melalui 

pembentukan UU 

No. 21 Tahun 2001 

menjadi UU No. 2 

Tahun 2021 yang 

melakukan 

perubahan tata kelola 

anggaran dan alokasi 

keuangan pada 

daerah 

Papua.Persamaan 

penelitian berupa 

kajian terhadap 

Provinsi Papua yang 

berotonomi khusus. 

Perbedaan penelitian 

terdapat pada fokus 

penelitian yang  

meneliti pada satu 

daerah saja, 

sedangkan penelitian 

terbaru mengkaji 

empat (4) daerah 

yang berotonomi 

khusus. 

 

B. Kajian Teori 

1. Teori Negara Hukum 

Setiap negara memiliki jenis hukum, kebiasaan, peraturan, agama, 

dan tradisi, hal tersebut menjadi ukuran yang membatasi setiap perilaku 
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manusia dalam kehidupannya. Pada setiap negara memiliki aturan hukum, 

baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Menurut Hans, negara sebagai 

penjelmaan dari tata hukum nasional, serta negara dapat dilihat dari 

hukum-hukum yang dihasilkannya. Dalam konstruksi yuridis tersebut, 

hukum yang dikeluarkan oleh negara adalah berdaulat. Hukum dijunjung 

tinggi oleh masyarakat negara yang dikeluarkan oleh negara merupakan 

ciri dari negara hukum (rechtstaat).
42

 

Pada era modern ini, konsep negara hukum di negara Eropa 

Kontinental yang dikembangkan oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius 

Stahl, Fichte, dan lain-lain menggunakan istilah Jerman yaitu rechtstaat. 

Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep negara hukum 

dikembangkan oleh A.V. Dicey dengan sebutan The Rule of Law. Konsep 

negara hukum dengan istilah rechtstaat  mencangkup empat (4) elemen 

penting, yaitu: Pertama, perlindungan hak asasi manusia. Kedua, 

pembagian kekuasaan. Ketiga, pemerintahan berdasarkan Undang-

Undang. Dan Keempat, peradilan tata usaha negara. Prinsip rechtstaat 

keempat tersebut dikembangkan oleh Julius Stahl pada pokoknya dapat 

digabungkan dengan tiga prinsip Rule of Law yang dikembangkan oleh 

A.V. Dicey. Tiga (3) prinsip Rule of Law  sebagai berikut: Pertama, 

Negara harus tunduk pada hukum. Kedua, pemerintah menghormati 

                                                 
42

 Beni Ahmad Saebani dan Ai Wati, Perbandingan Hukum Tata Negara, (Bandung: Pustaka Setia 

2016), 3. 
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terhadap berbagai hak individu seseorang. Dan yang Ketiga, Peradilan 

yang bebas dan tidak memihak.
43

 

Tujuan negara adalah menciptakan hukum objektif yang 

menentukan bahwa peradilan harus dilakukan oleh pemimpin yang dipilih 

bersama oleh rakyat. Mac Iver dan Leon Duguit membedakan bentuk 

negara dengan bentuk pemerintahan. Bentuk negara adalah susunan 

organisasi secara keseluruhan di negara, membahas terkait struktur negara 

seperti bangsa, pemerintahan, unsur, serta daerah. Bentuk pemerintahan 

adalah struktur organisasi dan pemerintahannya tidak menanggung 

struktur daerah dan bangsanya.
44

 

Negara hukum yang dikenal dengan sebutan negara hukum yang 

demokratis (democratische rechtstaat) atau dalam bentuk konstitusional 

dapat disebut dengan (constitutional democracy). Dalam hal tersebut 

disebut sebagai negara hukum dikarenakan didalamnya menggunakan 

prinsip negara demokrasi dan negara hukum.
45

 Menurut Anglo Saxon 

dalam buku Beni Ahmad Saebani mengemukakan bahwa negara hukum 

yang berintikan pada Rule of Law, negara harus memenuhi dua (2) syarat, 

yaitu: 
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a. Supremasi Hukum (Supremacy before of law) 

Supremasi hukum adalah hukum yang menempati kedudukan 

tertinggi dan berkuasa penuh atas negara dan rakyat. Dalam sistem ini. 

hukum tidak dapat diganggu gugat, satu-satunya lembaga yang dapat 

menyatakan berlaku tidaknya suatu hukum dalam suatu negara hanya 

Mahkamah Agung.
46

 Pengakuan empiris dan normatif terhadap 

prinsip hukum, bahwa pada semua problem atau masalah dapat 

diselesaikan dengan hukum sebagai aturan tertinggi. Pengakuan 

normatif mengenai supremasi hukum terwujud dalam pembentukan 

norma hukum secara hierarki yang berpuncak pada supremasi 

konstitusi.  Sedangkan secara empiris terwujud dalam perilaku 

pemerintah dan masyarakat didasarkan pada peraturan hukum.
47

 

b. Persamaan dalam Hukum (Equality before of law) 

Persamaan dalam hukum artinya, semua orang, pejabat 

pemerintah maupun masyarakat biasa memiliki status yang sama 

menurut hukum. Tidak ada diskriminasi subjek hukum dalam hukum. 

Dengan hal tersebut, pejabat negara maupun rakyat dikatakan bersalah 

dan dihukum jika melakukan pelanggaran terhadap hukum.
48
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2. Konsep Pemilihan Kepala Daerah Menurut UUD NRI 1945 

Pemilihan kepala daerah merupakan suatu wujud dalam 

pelaksanaan pemilihan mekanisme demokrasi. Berpedoman pada Pasal 18 

ayat (4) UUD 1945, dapat dilihat bahwa kesuksesan dari pemilihan 

Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan secara langsung pada tahun 

2004. Maka wakil masyarakat (DPR/MPR) mempunyai sebuah 

kesepakatan dalam pemilihan kepala daerah dapat dilaksanakan secara 

langsung yang mana berawal pada tahun 2007 untuk pemilukada DKI. 
49

 

Pilkada merupakan suatu proses dalam perjalanan politik panjang 

yang diwarnai tarik-menarik antara kepentingan elite politik dan kehendak 

publik, kepentingan pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat, serta 

pemilihan kepala daerah merupakan salah satu rezim pemilu ataupun 

rezim dari pemerintah daerah. Selain itu, masih menjadi pertanyaan terkait 

dengan apakah kepala daerah dipilih secara langsung oleh masyarakat atau 

dipilih langsung oleh DPRD. Kontroversi Pilkada pada saat ini masih 

banyak diperbincangkan, mengingat bahwa dalam UUD NRI tahun 1945 

belum mengatur hal tersebut. Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 hanya 

mengatur tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden DPR, DPD dan 

DPRD, yang dipilih melalui pemilu dengan asas adil, jujur dan langsung. 

50
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Pilkada hanya diatur berdasarkan ketentuan Pasal 18 angka 4 UUD 

NRI Tahun 1945, hal tersebut terdapat pada Bab VI tentang Pemerintahan 

Daerah. Oleh sebab itu, pemilihan kepala daerah adalah bagian dari 

pemerintah daerah yang memiliki kewenangan yang diserahkan kepada 

daerah sesuai dengan asal usul daerah dan adat istiadat yang 

bersangkutan.
51

 Dasar hukum pemilihan kepala daerah adalah UU No. 8 

Tahun 2015 Tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mencabut UU No. 22 Tahun 2014 

Tentang Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan secara tidak langsung 

melalui DPRD.
52

 

3. Konsep Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD 

Pilkada oleh DPRD bukan merupakan hal baru di Indonesia. 

Berlandaskan pada UU No.1 Tahun 1945, Pilkada dilaksanakan oleh 

Dewan. Sedangkan menurut UU No. 22 Tahun 1948 kepala daerah dipilih 

oleh pemerintah pusat yang mana calon-calon tersebut sudah diajukan oleh 

DPRD sebelumnya. Dalam hal ini, DPRD mempunyai hak agar 

mengusulkan pemberhentian dari seorang kepala daerah  kepada 

pemerintah pusat. Akan tetapi sejak berlakunya  UU No. 1 Tahun 1957 
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hingga UU No. 5 Tahun 1974, peraturan dari Pilkada tidak mengalami  

perubahan dengan ketentuan sebagai berikut: 
53

 

a. Kepala Daerah dipilih oleh DPRD; 

b. Kepala daerah tingkat I diangkat dan diberhentikan oleh Presiden; 

c. Kepala daerah tingkat II diangkat dan diberhentikan oleh Menteri 

Dalam Negeri dan otonomi daerah, dari calon-calon yang diajukan 

oleh DPRD yang bersangkutan. 

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 101 

dan Pasal 154 memberikan kewenangan dan juga tanggungjawab pada 

DPRD untuk memilih Gubernur dan Bupati dan Walikota mulai dari 

proses pencalonan hingga penetapan pemenang. Pada tahun 2014, DPRD 

kembali terlibat dalam Pilkada berdasarkan UU No. 22 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Hal tersebut setelah 

adanya evaluasi dari praktik pelaksanaan kepala daerah yang dilaksanakan 

sejak awal berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 

Terdapat dua (2) pendapat utama yang dilatarbelakangi gagasan terkait 

pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh DPRD:
54

 

a. Pelaksanaan Pelaksanaan pemilihan kepala daerah membutuhkan 

biaya yang sangat besar, baik biaya yang dikeluarkan oleh negara 

maupun penyelenggara pemilihan kepala daerah, biaya yang 

dikeluarkan oleh pasangan calon;dan 
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b. Praktik pemilihan kepala daerah yang diwarnai dengan politik uang, 

mulai dari bersifat sporadis hingga bersifat masif, terstruktur. 

Pada periode orde baru berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 

tentang Pemerintahan Daerah, pola mekanisme pemilihan kepala daerah 

dipilih dan bertanggungjawab pada DPRD. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka mekanisme pemilihan kepala 

daerah dipilih oleh masyarakat dan mempertanggungjawabkan 

pemerintahannya kepada DPRD. Dengan memperhatikan pola bahwa 

pemilihan kepala daerah mengalami perubahan.
55

 

4. Konsep Pemilihan Kepala Daerah Melalui Pemilihan Langsung 

Dalam perspektif filosofis, terdapat suatu gagasan terkait Pilkada 

yang dilaksanakan secara langsung pada dasarnya merupakan proses 

keinginan kuat untuk memperbaiki kualitas demokrasi. Pilkada yang 

dilakukan secara langsung diharapkan dapat menumbuhkan pemimpin 

yang amanah dan juga didukung oleh rakyat.
56

 Pemilihan kepala daerah 

mempunyai hubungan yang erat pada aktivitas kedaulatan rakyat yang 

dilakukan secara langsung. Dengan adanya Pilkada secara langsung, 

masyarakat dapat memilih pemimpin pada deerahnya, sehingga memiliki 

hubungan erat diantara masyarakat dan kepala daerah untuk dapat 
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mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintah yang partisipatif dan 

demokratis.
57

 

Pelaksanaan Pilkada secara langsung pada awalnya merupakan 

suatu tindak lanjut dari realisasi prinsip demokrasi untuk dapat menjamin 

terkait prinsip kebebasan individual perorangan dan juga terhadap 

persamaan. Pilkada secara langsung dapat dikategorikan sebagai proses 

demokrasi formal yang menerapkan tindak lanjut jaminan terhadap hak-

hak politik tersebut. Oleh karena itu, dalam Pilkada tidak hanya dilihat 

sebatas pesta demokrasi lokal (daerah), melainkan juga sebagai instrumen 

proses pendalaman demokrasi, khususnya pada tingkat lokal (Provinsi, 

Kabupaten/Kota).
58

 

Konsep pelaksanaan Pilkada secara langsung merupakan tindakan 

lanjutan dari upaya untuk meningkatkan kualitas demokrasi pada wilayah-

wilayah tertentu. Pelaksanaan Pilkada secara langsung bertujuan untuk 

menghasilkan pemimpin yang dapat dipercaya dan didukung oleh 

masyarakat. Pelaksanaan Pilkada secara langsung diharapkan dapat 

menjadi alat untuk menggantikan pemimpin politik yang ada dengan 

individu yang lebih berkualitas dan berintegritas. Tujuan dari usaha 

tersebut untuk mewujudkan hak-hak asasi individu, mempromosikan 
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moral otonomi, dan pada akhirnya mencapai kemakmuran dan 

kesejahteraan bagi masyarakat.
59

 

5. Konsep Otonomi Daerah 

Sistem desentralisasi terbentuk jauh sebelum Indonesia merdeka, 

sehingga dikategorikan sebagai warisan kolonial. Setelah kemerdekaan, 

jalan menuju desentralisasi masih mengalami jalan untuk mendapatkan 

hak otonomi daerah. Pada masa orde lama, UU No. 1 Tahun 1957 tentang 

Pokok-pokok Pemerintahan Daerah menerapkan konsep desentralisasi 

dengan sistem residu. Sistem residu adalah wewenang pemerintah daerah 

yang tidak menjadi urusan pemerintahan pusat. Daerah otonomi tersebut 

dibagi menjadi tiga (3) daerah yaitu, Kotaraya, Kotamadya, serta 

Kotapraja.
60

 

Pengertian otonomi daerah yaitu suatu kewenangan pada daerah 

otonom untuk dapat mengurus serta mengatur berbagai kepentingan warga 

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berlandaskan pada 

peraturan perundang-undangan dan juga aspirasi dari masyarakat.
61

 

Otonomi sebagai konsep pelaksanaan asas desentralisasi pada NKRI, 

selain memiliki arti kebebasan serta kemandirian daerah, daerah otonomi 

harus memahami kemerdekaan sebagai daerah untuk menyelenggarakan 

pemerintahan secara mandiri. Batasan otonomi adalah kemandirian dan 
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kebebasan dari otonomi adalah kebebasan dan kemandirian dalam otonomi 

bukan kemerdekaan. Kebebasan serta pendirian dalam ikatan kesatuan 

lebih besar. Otonomi sekedar subsistem dari sistem kesatuan yang lebih 

besar.
62

 

Konsep otonomi daerah di Indonesia berawal dari berlakunya UU 

No. 22 Tahun 1999. Aturan ini diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah. Dengan adanya perkembangan penyesuaian 

terhadap setiap daerah terus berkembang, sehingga Undang-Undang 

sebagai payung hukum juga mengalami perubahan. Dalam mewujudkan 

pemerintahan yang demokratis dan tidak otoriter maka dalam satu sistem 

otonomi daerah yang termanifestasi dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagai bentuk perubahan atas Undang-Undang 

sebelumnya.
63

 Dalam UUD Tahun 1945 ditegaskan dengan adanya 

otonomi serta pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah, maka 

pemerintah daerah berhak dan berwenang untuk mengatur urusan rumah 

tangga pada daerahnya masing-masing.
64

 

6. Sentralisasi 

Kata sentralisasi berasal dari kata Centre yang memiliki artian 

pusat atau tengah. Sentralisasi adalah penyerahan wewenang dan 

kekuasaan pemerintah kepada pemerintah pusat secara penuh. Dalam hal 
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tersebut, artinya semua sesuatu yang ada didalam negara langsung diatur 

dan diurus oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah hanya 

melaksanakannya.
65

  

Pemerintah memiliki dua kewenangan, yaitu kewenangan politik 

dan kewenangan administrasi. Dalam hal kewenangan politik meliputi 

kewenangan dalam membuat kebijakan, sedangkan dalam hal kewenangan 

administrasi meliputi kewenangan dalam melaksanakan kebijakan. 

Sentralisasi sendiri mencangkup semua kewenangan baik dalam hal politik 

ataupun dalam hal administrasi dan itu semua berada dalam tangan 

Presiden dan Menteri.
66

 

Sentralisasi dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, memiliki arah konsideran yang menyatakan efisiensi dan 

efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang perlu adanya 

peningkatan mana lebih memperlihatkan pada konsep-konsep hubungan di 

antara pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat, peluang serta 

tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem daerah, potensi dan 

keanekaragaman daerah.
67
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7. Desentralisasi Asimetris 

Pemerintah daerah dengan otonomi merupakan suatu proses 

peraliha dari sistem dekonsentrasi menjadi sistem desentralisasi. Dimana 

otonomi merupakan penyerahan terhadap kepentingan dari pemerintah 

pusat kepada pemerintah daerah yang memiliki sifat operasional untuk 

sistem birokrasi pemerintahan yang lebih baik. Otonomi tersebut memiliki 

tujuan untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi pada pelayanan 

terhadap masyarakat. Sedangkan pada daerah otonom merupakan suatu 

kesatuan warga masyarakat hukum yang memiliki batas daerah tertentu 

yang memiliki wewenang untuk mengurus dan mengatur kepentingan 

masyarakat setepat menurut prakarsa sendiri berlandaskan pada aspirasi 

masyarakat dalam ikatan NKRI. Dari pengertian tersebut maka 

pelaksanaan desentralisasi akan membawa pada efektifitas didalam 

pemerintahan, dikarenakan daerah negara tersebut merupakan satuan 

daerah yang dimana daerah tersebut masing-masingnya memiliki sifat 

khusus yang disebabkan oleh faktor geografis yang memisahkan satu 

dengan lainnya, tetapi masih dalam kerangka NKRI.
68

 

Desentralisasi asimetris adalah otonomi yang diterapkan pada 

negara atau daerah dengan prinsip tidak sama atau tidak sebangun. 

Pengaturan terkait desentralisasi yaitu menggunakan konsep desentralisasi 

asimetris dikarenakan pada setiap wilayah diberikan hak berinovasi dalam 

mengembangkan potensi daerah melalui pemerintahan yang dibagi antara 
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pemerintah daerah yaitu Provinsi dan pemerintahan pusat yakni 

Kabupaten/Kota (konkuren).
69

  

Desentralisasi asimetris adalah pemberlakuan kewenangan khusus 

yang hanya diberikan kepada daerah-daerah tertentu dalam suatu negara, 

yang dianggap sebagai alternatif untuk menyelesaikan permasalahan 

hubungan antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam rangka 

menjaga eksistensi daerah dalam NKRI. Penerapan desentralisasi asimetris 

adalah suatu usaha pada pemberlakuan suatu keistimewaan. Dalam konsep 

tersebut, sudah dilaksanakan pada implementasi ketatanegaraan RI melalui 

adanya beberapa daerah yang memiliki status istimewa seperti pada daerah 

Papua, Aceh, DKI Jakarta, beserta Yogyakarta.
70

 

Penerapan desentralisasi asimetris pada sebuah negara diharapkan 

agar dapat memperbaiki kinerja pada pemerintahan agar dapat 

memberikan sebuah layanan pada masyarakat yang mana pola tersebut 

dibuat dari asas desentralisasi untuk dapat mengatur hubungan antara 

pemerintahan nasional dan subnasional yaitu ada 4 bagian: 
71

 

a. Kewenangan 

b. Kelembagaan 

                                                 
69

 Adji Suradji, “Desentralisasi Simetris dan Asimeris”, (Universitas Maritim Raja Ali Haji, 

2020),https://adjisuradji.content/uploads/sites/50/2020/04/6.KEWENANGANSIMETRISDANASI

METRISOK_reduce.pdf, diakses pada Minggu, 25 Desember 2022 
70

 Gunawan A. Tauda, “Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik 

Indonesia”, Administrative Law & Governance Journal Vol. 1 No.4 (November, 2018),  415-416. 

https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/3864  
71

 Rossy Lambelanova, “Paradigma Baru Desentralisasi Asimetris Di Indonesia” (Jatinangor, 

Literatur IPDN 2022), 69. 

http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/863/1/PARADIGMA%20BARU%20DESENTRALISASI%20

ASIMETRIS%20DI%20INDONESIA%20FIX%202.pdf  

https://adjisuradji.content/uploads/sites/50/2020/04/6.KEWENANGANSIMETRISDANASIMETRISOK_reduce.pdf
https://adjisuradji.content/uploads/sites/50/2020/04/6.KEWENANGANSIMETRISDANASIMETRISOK_reduce.pdf
https://adjisuradji.content/uploads/sites/50/2020/04/6.KEWENANGANSIMETRISDANASIMETRISOK_reduce.pdf
https://adjisuradji.content/uploads/sites/50/2020/04/6.KEWENANGANSIMETRISDANASIMETRISOK_reduce.pdf
https://adjisuradji.content/uploads/sites/50/2020/04/6.KEWENANGANSIMETRISDANASIMETRISOK_reduce.pdf
https://adjisuradji.content/uploads/sites/50/2020/04/6.KEWENANGANSIMETRISDANASIMETRISOK_reduce.pdf
https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/3864
http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/863/1/PARADIGMA%20BARU%20DESENTRALISASI%20ASIMETRIS%20DI%20INDONESIA%20FIX%202.pdf
http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/863/1/PARADIGMA%20BARU%20DESENTRALISASI%20ASIMETRIS%20DI%20INDONESIA%20FIX%202.pdf


45 

 

 

c. Keuangan dan 

d. Kontrol. 

Desentralisasi asimetris memberikan sebuah corak diskriminasi 

pada konteks yang positif dan dapat membantu kinerja pemerintah pusat 

untuk dapat melaksanakan fungsi distribusi (Delivery political goods). 

Diskriminasi positif dalam artian untuk mendapatkan sebuah pengakuan 

pada kekhasan, keberagaman, maupun keistimewaan pada suatu daerah 

sehingga kelembagaan nasional dan subnasional mampu memberikan 

ruang pada daerah sub nasional untuk mengurus urusannya sesuai dengan 

potensi daerah yang dimiliki. Dalam penerapan desentralisasi asimetris, 

bentuk dan pola yang dimiliki disesuaikan dengan kondisi daerah yang 

bersangkutan dikarenakan dalam suatu negara sering dijumpai perbedaan 

dan keunikan yang dimiliki suatu daerah atau wilayah sehingga dalam 

penerapan desentralisasi asimetris perlu dipertimbangkan beberapa hal 

yaitu:
72

 

a. Aspek ekonomi; 

b. Aspek politik ; 

c. Aspek sosial; 

d. Aspek geografi;  

e. Aspek sejarah; 

f. Aspek manajemen Pemerintahan. 
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Enam (6) aspek tersebut harus memiliki pertimbangan, dikarenakan 

pada setiap wilayah mempunyai kekhasan dan keunikan sendiri terutama 

di Indonesia yang memiliki sebuah potensi daerah yang sangat beragam 

dan sangat tidak efektifnya apabila dipaksakan untuk dapat menggunakan 

bentuk desentralisasi asimetris.
73

 

8.  Fiqh Siyasah Dusturiyah 

Munculnya siyasah dusturiyah berawal dari adanya fiqh siyasah, 

dengan kata lain Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari Fiqh Siyasah. 

Secara etimologis fiqh adalah pengetahuan terkait dengan hukum-hukum 

yang sesuai pada syara’ tentang amal perbuatan yang berasal dari dalil-

dalil dan hukum khusus yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah yang 

terperinci. Fiqh secara istilah adalah pengetahuan tentang agama islam 

yang disusun oleh orang yang paham tentang agama islam untuk berijtihad 

yang diperoleh dari sumber Al-Quran dan Hadis. Sedangkan Siyasah 

merupakan pemimpin atau mengatur berbagai hal agar dapat membawa 

kepada kebaikan.
74

 Dusturiyah memiliki arti kumpulan kaidah yang 

mengatur dasar serta hubungan kerja sama antara sesama masyarakat 

dalam sebuah untuk negara secara secara tertulis (konstitusi) maupun 

secara tidak tertulis (konvensi).
75
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Siyasah dusturiyah bagian fiqh siyasah yang menjelaskan terkait 

permasalahan perundang-undangan di negara, yang didalamnya membahas 

lembaga demokrasi, konstitusi, legislasi, dan juga Syura.  Dalam siyasah 

dusturiyah juga menjelaskan terkait kajian konsep negara hukum dalam 

siyasah dan hubungan symbiotic diantara pemerintah melindungi secara 

dengan rakyat serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.
76

 Negara 

memiliki tujuan untuk mewujudkan suatu kemaslahatan bagi seluruh 

masyarakat, maka negara mempunyai tugas dan wewenang penting untuk 

dapat menjalankan tugas tersebut, yakni: 
77

 

a. Tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran 

islam, negara dalam melaksankan tugas tersebut memiliki kekuasaan 

legislatif (al-sulthah al-tasyiri’iyah). Mengenai hal tersebut, negara 

memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi, serta 

inferensi atas nash-nash Al-Quran dan Hadis. Analogi adalah 

melakukan metode qiyas suatu hukum yang ada nash-nya, terhadap 

masalah yang sedang berkembang berdasarkan persamaan sebab 

hukum. sedangkan inferensi adalah metode membuat perundang-

undangan dengan memahami prinsip-prinsip syariah dan kehendak 

Allah. 
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b. Tugas melaksanakan Undang-Undang, negara dalam melaksanakan 

tugas tersebut memiliki kekuasaan eksekutif (al-sulthah al-

tanfidziyah). Dalam hal tersebut, negara mempunyai kewenangan agar 

dapat menjelaskan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang 

sudah ditentukan. Dalam melaksanakan kekuasaan tertinggi tersebut 

pemerintah atau kepala negara tersebut dibantu oleh menteri atau 

kabinet yang sudah dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan juga 

tuntunan kondisi yang berbeda di antara suatu negara dengan negara 

lainnya. Kebijakan dalam politik kekuasaan eksekutif harus sesuai 

dengan nash dan kemaslahatan. 

c. Mempertahankan hukum perundang-undangan yang telah diciptakan 

oleh lembaga legislatif, dalam hal tersebut dilakukan oleh lembaga 

yudikatif (al-sulthah al-qadha’iyah). Dalam islam kekuasaan lembaga 

tersebut meliputi wilayah lembaga peradilan yang memutuskan 

perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan 

(al-hisbah), wilayah lembaga peradilan yang memutuskan perkara 

antara sesama warga, baik perdata maupun pidana (al-qadha), serta 

wilayah lembaga peradilan yang menyelesaikan perkawa 

penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti 

pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar 

kepentingan hak-hak rakyat serta pejabat negara yang melanggar HAM 

rakyat (al-mazhalim). 
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Sebagai bentuk menciptakan kebaikan akhirat dan dunia 

menciptakan kemaslahan dunia dan akhirat bagi masyarakat merujuk 

kepada pemimpin membutuhkan tanggung jawab yang sesuai dengan 

syariat. Dikarenakan kepentingan akhirat merupakan tujuan akhir, dengan 

itu kepentingan dunia seluruhnya harus berlandaskan kepada ajaran syariat 

Rasulullah SAW. agar dapat menjaga berbagai kepentingan agama serta 

mengatur aturan politik yang lebih baik. Untuk memilih serta menentukan 

seorang pemimpin haruslah memilih pasangan calon yang terbaik serta 

lebih utama diantara yang lain untuk mengisi atau menduduki suatu 

jabatan. Pemimpin diharuskan memiliki sifat yang amanah dalam 

melaksanakan kewajibannya, dengan itu maka pimpinan akan dipandang 

sebagai pemimpin yang adil dalam pandangan Allah SWT. Dalam hal 

tersebut para fuqaha berpendapat telah sepakat bahwa hukum ijtihad 

tersebut adalah merupakan suatu kewajiban.
78

 

Firman Allah SWT. telah memerintahkan kepada semua orang atau 

manusia agar memiliki kemampuan dalam berpikir untuk dapat 

mengambil sebuah pelajaran dan berbagai peristiwa kehidupan yang 

terjadi. Dalam hal tersebut merupakan suatu petunjuk wajib melakukan 

ijtihad atas orang-orang yang telah memenuhi syarat, dalam firman Allah 

Q.S As-Sajdah Ayat 24: 

وا ۖ وَكََنوُا بِأ يََتِناَ يوُقِنوُنَ  ا صَبََُ ةً يََْدُونَ بِأمَْرِنََ لمََّ  وَجَعَلْناَ مِنْْمُْ أَئِمَّ
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Artinya:Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang 

memberi petunjuk dengan perintah Kami selama mereka sabar. 

Mereka menyakini ayat-ayat Kami.
79

 

  Melalui sumber hukum Islam Q.S. As-Sajdah ayat 24 memberikan 

prinsip pentingnya memilih seorang pemimpin sebagai peran penting 

dalam pemerintahan negara untuk mengatur masyarakat sesuai dengan 

peraturan syariat. 

9. Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 Tentang Pemerintahan Daerah 

Pemerintahan Daerah merupakan suatu pelaksanaan 

penyelenggaraan terkait kepentingan pemerintah oleh Pemerintah Daerah 

dan DPRD, berdasarkan asas otonomi untuk dapat membantu berbagai 

tugas seluas-luasnya dalam prinsip serta sistem NKRI 1945. UU No. 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disahkan Presiden Dr. H. Susilo 

Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 September 2014. Undang-Undang 

Pemerintahan Daerah 2014 mulai berlaku setelah diundangkannya pada 

tanggal 2 Oktober 2015 oleh Menkumham Amir Syamsudin.
80

 

Dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

dijelaskan maksud dari pemerintahan daerah yakni dalam melaksanakan 

urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah, Kepala Daerah serta 

DPRD selaku penyelenggara pemerintahan daerah membuat Perda sebagai 
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dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai 

dengan kondisi serta aspirasi masyarakat khas dari daerah tersebut.
81

 

Peraturan daerah yang dibuat oleh daerah hanya berlaku dalam 

batas yuridiksi daerah yang bersangkutan. Oleh sebab itu, peraturan daerah 

yang ditentukan oleh daerah tersebut tidak dapat bertentangan dengan 

peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya dan harus 

suaian pada hierarki Peraturan Perundang-undangan. Perda juga 

merupakan suatu bagian dari sistem Peraturan Perundang-undangan yang 

tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur 

dalam kaidah penyusunan Perda.
82

 

10. Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 

2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

Dasar hukum kekhususan UU No. 29 Tahun 2007 tentang 

Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Dalam UU ini, DKI Jakarta memiliki kekhususan 

kewajiban, hak, tugas, serta tanggung jawab tertentu dalam pelaksanaan 

penyelenggaraan pemerintah. Tidak hanya itu, DKI Jakarta juga 

merupakan tempat kedudukan dari perwakilan Negara Asing dan juga 

sebagai pusat Perwakilan Lembaga Internasional.
83
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Provinsi DKI sebagai satuan pemerintah yang bersifat khusus 

dalam kedudukannya sebagai Ibukota NKRI dan sebagai daerah otonom 

memiliki peran serta fungsi penting dalam mendukung penyelenggaraan 

pemerintahan NKRI berdasarkan UUD 1945. Dengan adanya hal tersebut, 

perlu diberikan kekhususan hak, tugas, tanggung jawab dan juga 

kewajiban agar dapat melaksanakan penyelenggaraan  Pemerintah Daerah. 

Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota pemerintahan dan daerah otonom 

mempunyai karakteristik permasalahan yang sangat kompleks serta 

berbeda dengan provinsi lain. Contohnya, yaitu pada urbanisasi, 

keamanan, transportasi, lingkungan, pengelolaan kawasan khusus, serta 

masalah sosial kemasyarakatan lain yang memerlukan pemecahan masalah 

secara sinergis melalui berbagai instrumen. Untuk itu, pemerintahan pusat 

mengeluarkan UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Kesatuan Republik 

Indonesia. Undang-Undang yang terdiri dalam 40 Pasal yang mengatur 

tentang kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara, UU ini 

sebagai aturan daerah otonom tingkat provinsi dan lain sebagainya tetap 

terikat pada Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan 

Daerah.
84

 

Pilkada pada Provinsi DKI Jakarta terjadi hanya pada pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur. Sementara untuk Walikota pada 5 (5) kota 
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administratif di DKI Jakarta, diisi dengan melalui penunjukan oleh 

Gubernur itu sendiri. Begitu juga dengan Bupati  yang termasuk pada 

wilayah administrasi di Jakarta, dalam pengisiannya dilakukan dengan  

penunjukan oleh Gubernur. Hal ini diatur berdasarkan  Pasal 9 ayat (1) dan 

ayat (2) UU No. 29 Tahun 2007: 

a. Kota administrasi/Kabupaten administrasi dipimpin oleh 

Walikota/Bupati; 

b. Walikota/Bupati diangkat oleh Gubernur atas pertimbangan DPRD 

Provinsi DKI Jakarta dari pegawai negeri sipil yang memenuhi 

persyaratan.
85

 

 

11. Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta 

Pemerintah mengeluarkan UU No. 13 Tahun 2012 tentang 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai payung hukum. 

Menurut Undang-Undang DIY, keistimewaan yang dimiliki oleh 

Yogyakarta berlandaskan sejarah pendiri negara dan bangsa Indonesia. 

Dalam UU No.13 Tahun 2012, setelah Proklamasi 17 Agustus 1945 Sultan 

Hamengku Buwono IX serta Adipati Paku Alam VIII memutuskan untuk 

menjadi bagian dari Indonesia. Keputusan tersebut memiliki arti penting 

karena telah memberikan wilayah serta penduduk bagi Indonesia yang 

baru merdeka.
86
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Daerah Istimewa Yogyakarta baik secara yuridis ataupun historis 

mempunyai legitimasi kuat yaitu sebagai suatu daerah yang mempunyai. 

Keistimewaan secara historis yaitu:  

a. Status keistimewaan Yogyakarta merupakan pilihan politik yang 

diambil oleh penguasa Yogyakarta; 

b. Yogyakarta memberikan ruang wilayah serta penduduk yang konkrit 

bagi Indonesia; 

c.  Yogyakarta menjadi kekuatan penyelamat ketika Indonesia berada 

dalam situasi krisis untuk mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan. 

Sedangkan keistimewaan secara yuridis sebagai berikut: 

a. Mempunyai konsistensi pada level yuridis yang telah m mengakui 

keberadan suatu daerah yang bersifat istimewa; 

b.  Konsistensi pengakuan dan status keistimewaan sebuah daerah, tidak 

diikuti oleh peraturan yang mempunyai sifat komprehensif terhadap 

substansi pada keistimewaan di wilayah tersebut. 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta juga dalam mekanisme 

pengisian jabatan kepala daerah dengan sistem pengangkatan atau 

penetapan Sri Sultan Paku Alam secara langsung oleh Presiden.
87

 

Keistimewaan DIY sebagai daerah otonom mencangkup 

kewenangan dalam urusan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Kewenangan dalam urusan keistimewaan meliputi tata cara pengisian 
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jabatan, kedudukan, tugas, serta wewenang Gubernur dan Wakil 

Gubernur, kelembagaan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, 

kebudayaan, pertahanan, serta tata ruang.
88

 

Sistem pemilihan kepala daerah pada Daerah Istimewa Yogyakarta, 

pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur meliputi tiga (3) hal sebagai 

berikut: 

a. Persyaratan sebagai calon Gubernur adalah bertahta sebagai Sultan 

Hamengku Buwono serta calon Wakil Gubernur bertahta sebagai Adi 

Paku Alam; 

b. Tidak ada pemilihan umum, baik secara langsung oleh rakyat maupun 

melalui DPRD; 

c. Masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu selama (5) tahun, 

tetapi tidak terikat pada ketentuan dua (2) kali periode masa jabatan. 

Ketiga hal tersebut adalah sistem tidak sejalan dan bertentangan dengan 

prinsip demokratis. Dimana hal tersebut dalam pengisian jabatan Gubernur 

serta Wakil Gubernur pada daerah DIY tidak dilakukan melalui 

mekanisme pemilihan, baik secara langsung oleh rakyat maupun melalui 

DPRD. Hal ini dikarenakan pengisian kepala daerah dilakukan melalui 

sistem monarki, yaitu ada persyaratan menjadi Gubernur yaitu harus 
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memiliki tahta sebagai Sultan Hamengku Buwono serta Adipati Paku 

Alam.
89

 

12. Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2021 Tentang Otonomi Khusus Papua 

Kekhususan daerah Papua serta Papua Barat tertuang dalam UU 

No.2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas UU No. 21 Tahun 2001 

tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Otonomi khusus Provinsi 

Papua serta Papua Barat diberikan dalam rangka mempercepat 

pembangunan dalam wilayah Papua demi kesejahteraan masyarakat 

Papua. Otonomi khusus juga menjadi langkah sebagai peningkatan 

pemberdayaan seluruh masyarakat Papua.
90

 

Otonomi khusus di Provinsi Papua sebagai kewenangan khusus 

yang diakui serta diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur serta 

mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi serta hak-hak dasar masyarakat Papua. Pemberian 

kewenangan dilakukan agar penyelenggaraan pemerintahan serta 

pelaksanaan pembangunan dalam Provinsi Papua dapat memenuhi rasa 

keadilan, mempercepat tercapainya kesejahteraan rakyat, mendukung 

terwujudnya penegakan hukum, serta menampakkan penghormatan 
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terhadap HAM pada Provinsi Papua, terlebih khususnya masyarakat asli 

Papua.
91

 

Sistem pemilihan kepala daerah Provinsi Papua meliputi tiga (3) 

hal sebagai berikut: 

a. Adanya syarat khusus terhadap calon gubernur serta wakil gubernur asli 

dari warga Papua, yaitu harus merupakan seseorang yang berasal dari 

rumpun ras Melanesia yang merupakan suku asli dari provinsi Papua 

serta orang tersebut juga diakui dan diterima sebagai warga masyarakat 

asli Papua atau adat Papua; 

b. Prosedur pemilihan Gubernur serta Wakil Gubernur di Provinsi Papua 

ditentukan pada aturan daerah khusus yang berlandaskan pada 

Peraturan Perundang-undangan; 

c. Sistem noken merupakan sistem pemilu yang dilakukan pada daerah 

Papua. 

Dapat kita kaitkan dalam Pasal 18 angka 4 UUD NRI 1945, maka 

perbedaan pada sistem Pilkada di Provinsi Papua masih sejalan serta tidak 

bertentangan dengan nilai-nilai demokratis. Dikarenakan pada prinsipnya 

sistem Pilkada yang berlaku pada daerah Provinsi Papua masih 
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dilaksanakan dengan melalui mekanisme pemilu dipilih langsung oleh 

masyarakat.
92

 

13. Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2006 Tentang Pemerintahan Aceh 

Pemberian status daerah istimewa serta otonomi khusus pada 

daerah Aceh berasal dari sejarah Gerakan Aceh Merdeka (GAM), 

pemerintah memberikan sejumlah urusan yang khusus serta istimewa. 

Pada 15 Agustus 2005, pemerintah serta GAM menandatangani 

kesepakatan yang dikenal sebagai Kesepakatan Helsinki. Kesepakatan 

tersebut dikukuhkan melalui UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan 

Aceh.
93

 

Pasal 1 angka 2 UU No.11 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Aceh 

merupakan Provinsi kesatuan masyarakat hukum yang memiliki sifat 

istimewa serta diberikan suatu kedudukan khusus agar dapat mengurus 

dan mengatur sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat 

Provinsi Aceh sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem 

serta prinsip NKRI berdasarkan UUD Tahun 1945, yang dipimpin oleh 

Gubernur. Semenjak diterapkan kebijakan tentang desentralisasi serta 

otonomi daerah pada tahun 1999 melalui Undang-Undang Pemerintahan 

Daerah, telah terbit banyak Perda sebagai instrumen penyelenggaraan 

daerah sekaligus instrumen yang dijadikan sebagai aturan tertinggi hukum 
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pada daerah. Peraturan Daerah dalam Provinsi Aceh disebut dengan 

Qanun yang merupakan hal yang sangat strategis bagi Provinsi Aceh agar 

dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintah, terutama dalam rangka 

penyelenggaraan otonomi daerah serta tugas pembantuan pada Provinsi 

Aceh secara legal, seperti diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, serta UU No. 11 Tahun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh.
94

 

Sistem pemilihan kepala daerah pada Provinsi Aceh meliputi lima 

(5) hal sebagai berikut: 

a. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah pada Provinsi Aceh 

perpedoman pada Perda yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan 

serta kehidupan masyarakat pada Provinsi Aceh Qanun; 

b. Pelaksanaan dalam penyelenggaraan dilaksanakan oleh Komisi 

Independen Pemilihan (KIP); 

c. Pengawasan pemilihan kepala daerah dilakukan oleh Panitia Pengawas 

(Panwaslih) sebagai pengawas jalannya penyelenggaraan Pilkada; 

d. Adanya persyaratan berupa kewajiban menjalankan Syariat Agama bagi 

calon kepala daerah pada Provinsi Aceh yang salah satunya melalui uji 

kemampuan membaca Al-Quran; 
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e. Syarat dukungan terhadap calon perorangan yaitu hanya sebesar 3% 

diantara jumlah penduduk yang tersebar sekurang-kurangnya 50% pada 

Kecamatan untuk pemilihan Bupati atau Pemilihan Walikota. 

Dalam pelaksanaan Pilkada Provinsi Aceh tidak perlu adanya 

dualisme peraturan. Mengingat kekhususan Provinsi Aceh maka daerah 

tersebut dapat mengatur hal-hal yang berbeda dibandingkan dengan daerah 

lain yang tidak berstatus otonomi khusus. UUD 1945 menyatakan terkait 

negara mengakui dan juga menghormati pada satuan pemerintahan daerah 

yang memiliki sifat khusus dan bersifat istimewa yang mana berdasarkan 

pada UU. Legitimasi aturan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah 

yang bersifat khusus didasarkan pada legitimasi konstitusional.
95
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini berupa penelitian hukum normatif. Penelitian 

normatif memposisikan hukum sebagai satu sistem norma. Penelitian dengan 

jenis ini merupakan penelitian hukum yang dilakukan melalui dengan cara 

meneliti data sekunder serta bahan pustaka.
96

 Peter Mahmud Marzuki 

mengemukakan bahwa pada penelitian hukum normatif adalah proses untuk 

menemukan suatu aturan hukum, maupun doktrin-doktrin yang dianggap 

pantas.
97

 Penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan 

yang mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif.
98

 

Sedangkan jenis penelitian ini menggunakan pendekatan Konseptual 

(conceptual approach), pendekatan Perundang-undangan (statute approach) 

yang didasarkan pada sebuah pertimbangan terhadap standar hukum yaitu 

pada subjek ataupun fakta hukum yang dilaksanakan, dan pendekatan Historis 

(historical approach) yang didasarkan dengan cara menelaah kembali latar 

belakang dan pada perkembangan pengaturan isu hukum yang sedang 

dihadapi.
99
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B. Subjek Penelitian 

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum 

Penelitian asas-asas hukum yaitu terhadap kaidah-kaidah hukum yang 

hidup didalam masyarakat. Penelitian asas-asas hukum meliputi: 

a. Asas hukum regulatif, sejajar dengan pembeda menjadi hukum umum 

serta asas hukum khusus; 

b. Asas hukum konstitutif, asas yang harus ada dalam satu sistem 

hukum. 

2. Penelitian terhadap sistematika hukum 

Penelitian terhadap sistematika hukum dilaksanakan dengan menelaah 

pada pengertian dasar dari hukum yang terdapat dalam Peraturan 

Perundang-undangan. 

3. Penelitian sejarah hukum 

Penelitian sejarah hukum, berusaha untuk mengadakan identifikasi 

terhadap tahap-tahap perkembangan hukum yang dapat dipersempit 

ruang lingkupnya menjadi sejarah Perundang-undangan, dan yang 

terpenting kegiatan ilmiah untuk mencoba menyusun tahapan 

perkembangan hukum serta perkembangan Perundang-undangan.
100
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C. Bahan Hukum 

1. Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian berupa: 

a. Undang-Undang Dasar 1945; 

b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembar Negara 

Nomor 4437); 

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembar Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara 

Nomor 5587); 

d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota (Lembar Negara Tahun 2016 Nomor 130, 

Tambahan Lembar Negara Nomor 5898); 

e. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembar Negara Tahun 2007 Nomor 

93, Tambahan Lembar Negara Nomor 4744); 

f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah 

Istimewa Yogyakarta (Lembar Negara Tahun 2012 Nomor 170, 

Tambahan Lembar Negara Nomor 5339); 

g. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua 

(Lembar Negara Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembar Negara 

Nomor 6697); 
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h. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh 

(Lembar Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembar Negara 

Nomor 4633); 

i. Qanun Provinsi Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati dan Walikota. 

2. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder dalam penelitian berupa: 

a. Buku-buku hukum serta ilmiah yang memiliki keterkaitan pada 

permasalahan penelitian yang diteliti; 

b. Bahan jurnal-jurnal hukum serta sosial yang memiliki hubungan dengan 

persoalan penelitian; 

c. Hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti; 

d. Artikel-artikel serta karya ilmiah yang memiliki kaitan pada persoalan 

penelitian; 

e. Internet yang memiliki hubungan dengan permasalahan penelitian, 

yaitu menggunakan berbagai web internet yang dapat terpercaya. 

3. Bahan hukum tersier 

Bahan hukum tersier yang dapat digunakan yaitu:  

a. Kamus Hukum; 

b. Kamus Bahasa Indonesia. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan teknik studi 

pustaka, yaitu dengan cara pengumpulan data dengan melakukan penusuran 

dan menelaah bahan pustaka seperti literatur, hasil penelitian, majalah ilmih, 

jurnal. Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur identifikasi Peraturan 

Perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistemasi bahan hukum sesuai 

dengan permasalahan penelitian. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara 

membaca seperti buku dari perpustakaan Desa Gunung Malang, perpustakaan 

Fakultas Syariah UIN Khas Jember, dan perpustakaan UIN Khas Jember, 

menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada 

kaitannya dengan Sistem Pemilihan Kepala Daerah Asimetris di Indonesia.
101

 

E. Analisis Data 

Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif dengan cara 

mengkaji peristiwa hukum yang sedang dialami dengan serinci-rincinya, 

sehingga dapat memberikan gambaran terhadap permasalahan yang sedang 

dikaji.
102

 Teknik analisis deskriptif dilakukan dengan mengelompokkan data 

serta informasi yang  sama menurut subaspek, selanjutnya melakukan 

interpretasi untuk memberikan makna terhadap setiap subaspek dan 

hubungannya satu sama lain. Setelah itu, melakukan analisis keseluruhan 

aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan yang 

lainnya serta keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian 
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yang dilakukan secara indukatif sehingga memberikan gambaran hasil secara 

utuh.
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Menurut Pasal 18 Ayat (4) UUD 

NRI 1945. 

Peran kepala daerah pada berjalannya penyelenggaraan otonomi 

daerah, diharapkan agar mampu membuat perubahan yang terjadi secara 

cepat serta tepat dalam perspektif nasional maupun internasional. 

Keberhasilan untuk menyesuaikan perubahan ditentukan oleh Gubernur, 

Bupati, serta Walikota sebagai kepala daerah dapat mengembangkan visi misi 

organisasi. Kepala Daerah mempunyai peranan strategis dalam rangka 

pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, kesejahteraan 

masyarakat, serta memelihara hubungan antara Pemerintahan Pusat dan 

Daerah untuk menjaga keutuhan NKRI.
104

 

Pemilihan kepala daerah mempunyai mekanisme aturan agar terwujud 

demokrasi dalam pelaksanaannya. Pemilihan kepala daerah adalah kedaulatan 

serta pengukuhan pemilihan yang ada sekitar masyarakat dalam setiap 

daerah.
105

 Pemilihan kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan 

daerah memiliki tiga (3) fungsi sebagai berikut: 
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1. Pemilih kepala daerah memilih sesuai pada kehendak masyarakat pada 

daerah sehingga diharapkan dapat memahami serta mewujudkan kehendak 

masyarakat di daerah; 

2. Melalui kepala daerah diharapkan pilihan masyarakat pada daerah 

didasarkan pada visi dan misi program serta kualitas dan integritas calon 

kepala daerah, serta menentukan keberhasilan penyelenggaraan 

pemerintahan pada daerah; 

3. Pemilihan kepala daerah kepala daerah diharapkan pilihan masyarakat 

pada daerah didasarkan pada visi dan misi program serta kualitas dan 

integritas calon kepala daerah, serta menentukan keberhasilan 

penyelenggaraan pemerintahan pada daerah.
106

 

Setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945, tentang Pilkada secara 

spesifik diatur dalam Pasal 18 ayat (4) NRI Tahun 1945 yang berisi 

menentukan tentang Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai 

kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara 

demokratis. Maksud dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 adalah 

pemilihan kepala daerah dipilih secara demokratis. Hal tersebut tidak 

menentukan secara spesifik sistem yang harus digunakan dalam pemilihan 

kepala daerah, melainkan memberikan ruang untuk memilih sistem 
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pemilihan, selama sistem yang digunakan memenuhi prinsip pemilihan yang 

demokratis.
107

 

Dalam proses pembahasan ketentuan pemilihan kepala daerah pada 

UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 angka 4, memiliki dua (2) pandangan yang 

berbeda yaitu: 

1. Mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung 

oleh rakyat, tidak melalui sistem perwakilan oleh DPRD;  

2. Menghendaki pemilihan kepala daerah tetap dilakukan oleh DPRD.
108

 

Dalam putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 melatarbelakangi 

pemikiran lahirnya rumusan Pasal 18 angka 4 UUD NRI Tahun 1945 

merupakan sistem pemilihan kepala daerah yang yang diterapkan disesuaikan 

dengan perkembangan masyarakat serta kondisi masyarakat dalam setiap 

daerah. Pembentukan Undang-Undang dapat merumuskan sistem pemilihan 

yang dikehendaki masyarakat dalam pemilihan kepala daerah sehingga 

masyarakat mempunyai pilihan menerapkan sistem perwakilan dilakukan 

oleh DPRD atau melalui sistem pemilihan langsung oleh rakyat. Tujuan 

penyesuaian agar dapat menyesuaikan dinamika perkembangan bangsa untuk 

membangun sistem demokrasi yang dikehendaki oleh masyarakat.
109

 

Melihat dari putusan MK Nomor 97/PUU-IX-2013 dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pemilihan secara langsung oleh rakyat maupun pemilihan 
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secara tidak langsung memiliki makna demokratis. Akan tetapi, pada 

persyaratan pemilihan kepala daerah dilaksanakan dengan menerapkan asas-

asas pemilihan umum secara demokratis yaitu dengan langsung, umum, 

bebas, rahasia, jujur dan adil. 
110

  

Jika berdasarkan pada Pasal 18 ayat 4 UUD NRI Tahun 1945 bahkan 

lebih tegas disebutkan dalam putusan MK Nomor 072-073/PUU II/2004 

menyatakan bahwa wewenang pemilihan secara langsung maupun secara 

tidak langsung sesuai dengan latar belakang pembahasan ketentuan pemilihan 

umum kepala daerah dalam UUD Tahun 1945. Dalam UUD 1945 juga 

menentukan sistem pemilihan umum kepala daerah dengan berbeda-beda 

sesuai dengan daerah masing-masing. Jika pada daerah Jakarta pemilihan 

kepala daerah dilakukan secara langsung, maka pada daerah Yogyakarta juga 

harus demikian, hal tersebut juga berlaku pada daerah Papua serta daerah 

yang lain. Hal ini, sesuai dengan keragaman masyarakat Indonesia, baik 

dilihat pada adat, struktur masyarakat maupun tingkat kesiapannya.
111

 

Menurut Jimly Asshiddqie terkait ketentuan pada pemilihan secara 

demokratis terdapat pada ayat (4) dapat dilaksanakan melalui pemilihan 

secara langsung ataupun tidak langsung yaitu melalui DPRD. Dari kedua cara 

tersebut keduanya sama-sama mempunyai arti secara konstitusional dan 

demokratis. Akan tetapi, ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam 

Undang-Undang, yaitu pemilihan tersebut dilakukan melalui pemilihan 
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umum kepala daerah. Namun apabila diadakan perubahan sehingga pemilihan 

cukup diadakan secara tidak langsung melalui DPRD, maka hal tersebut juga 

harus dipandang sama demokratisnya serta sama-sama konstitusional.
112

 

Dalam peraturan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan 

bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala 

Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis 

bukan dengan cara memilih salah satu dari bentuk demokrasi langsung 

maupun demokrasi secara perwakilan, ketentuan yang tepat dalam 

menggambarkan nilai keberagaman daerah yang ada di Indonesia. Pasal 18 

ayat (4) juga dapat dipandang sebagai pelaksanaan dari Pasal 18B ayat (1) 

yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan 

pemerintah daerah yang bersifat khusus serta bersifat istimewa dan Pasal 1 

ayat (2) Undang-Undang 1945 yang kedaulatan berada ditangan rakyat dan 

dilaksanakan menurut UUD.
113

 

Maka pemilihan kepala daerah menurut Pasal 18 angka 4 Undang-

undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimaksudkan menganut 

sistem pemilihan kepala daerah asimetris. Yang dimaksudkan dalam sistem 

pemilihan kepala daerah dapat beragam baik itu dipilih secara langsung 

maupun dipilih melalui DPRD. Tetapi, pemilihan sistem tersebut harus 

sejalan dan tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi.  
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Pasal 18 ayat 4 UUD NRI 1945 secara garis besar berisi dua (2) norma 

hukum yaitu terkait kedudukan kepala daerah serta prosedur pengisian 

jabatan kepala daerah. Terkait dengan kedudukan kepala daerah dimaknai 

dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI sebagai berikut: 

1. Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai pemerintahan daerah yang 

bersifat otonom (chief local government). Sebagai kepala daerah otonom, 

Gubernur, Bupati, dan Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang 

didesentralisasikan berdasarkan prinsip otonomi; 

2. Hanya Gubernur, Bupati, dan Walikota yang harus ada sebagai chief of 

local government, dengan jumlah harus satu (1) orang, sehingga tidak 

boleh berbentuk komisioner atau dewan; 

3. Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Walikota bersifat terbuka (opened 

legal policy) ) sehingga tidak wajib harus ada. Daerah otonom dapat 

mempunyai wakil kepala daerah dan juga dapat tidak memiliki wakil 

kepala daerah. Wakil kepala daerah dapat mempunyai jumlah lebih dari 

satu orang, di mana dalam hal tersebut diserahkan kepada pembentuk UU 

untuk dapat menyesuaikan kondisi masing-masing daerah otonom.
114

 

Pada Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 tidak diwajibkan 

adanya pemilihan kepala daerah secara demokratis, tidak wajib dipilih dalam 

satu paket pasangan calon dengan kepala daerah. Oleh karena itu, wakil 

kepala daerah dapat dipilih secara penunjukan atau ditunjuk oleh kepala 

daerah yang terpilih. Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI 1945 juga mengharuskan 
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yang dipilih secara demokrasi hanya Gubernur, Bupati, dan Walikota atau 

yang sering disebut sebagai kepala daerah. Dengan kata lain, wakil kepala 

daerah tidak diharuskan dipilih dengan kepala daerah. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Pasal 18 Ayat (4) UUD 

NRI Tahun 1945 tidak diwajibkan adanya pemilihan kepala daerah secara 

demokratis, tidak wajib dipilih dalam satu paket pasangan calon dengan 

kepala daerah. Oleh karena itu, wakil kepala daerah dapat dipilih secara 

penunjukan atau ditunjuk oleh kepala daerah yang terpilih. Pasal 18 Ayat (4) 

UUD NRI 1945 juga mengharuskan yang dipilih secara demokrasi hanya 

Gubernur, Bupati, dan Walikota atau yang sering disebut sebagai kepala 

daerah. Dengan kata lain, wakil kepala daerah tidak diharuskan dipilih 

dengan kepala daerah. 

Penelitin ini juga menggunakan perspektif hukum islam, merujuk pada 

fiqh siyasah dusturiyah. Dalam memilih pemimpin sebagai bentuk 

mewujudkan kemaslahan dunia dan akhirat bagi masyarakat merujuk kepada 

pemimpin yang bertanggungjawab sesuai dengan syariat. Dikarenakan 

kepentingan akhirat merupakan tujuan akhir, dengan itu kemaslahatan dunia 

seluruhnya berpedoman kepada syariat Rasulullah SAW. dalam memelihara 

urusan agama serta mengatur politik. Firman Allah SWT dalam Surah As-

Sajdah ayat 24 yang berbunyi: 

                              

 

Artinya: Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang  

memberi petunjuk dengan perintah Kami selama mereka sabar. 

Mereka menyakini ayat-ayat Kami.  
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Melalui sumber hukum islam Q.S. As-Sajdah ayat 24 memberikan 

prinsip pentingnya memilih seorang pemimpin sebagai peran penting dalam 

pemerintahan negara untuk mengatur masyarakat sesuai dengan peraturan 

syariat. 

Ketaatan manusia kepada penguasa dan pemerintah merupakan suatu 

keharusan sebagai pemberi kuasa kepada negara yang melaksanakan serta 

mewujudkan tujuannya. Sebagai balasan atas ke-ilzam-annya kepada syariah, 

pengikatan dirinya kepada syura serta penanggungjawabannya terhadap anak-

anak rakyat maka wajib mentaati pemerintah agar mewujudkan hak, 

menjamin keamanan, menegakkan keadilan, serta membela umat tanah air, 

dan agama. Masyarakat wajib melaksanakan ketaatan kepada pemerintah 

penguasa dalam batas syariah dan kepentingan umum.  Dalam Q.S An-Nisa 

ayat 59 yang berbunyi: 

                      

                          

          

 

Artinya:Wahai orang-orag yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. 

Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka 

kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), 

jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang 

demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”  

 

Ayat tersebut menjelaskan mengenai menepati janji dalam sudut 

pemerintah, terutama pemimpin atau kepala negara, yaitu mengurusi urusan-
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urusan rakyat dengan merealisasikan syariah Allah SWT. yang adil, serta 

merealisasikan kepentingan yang telah direncanakan. 

B. Sistem Pemilihan Kepala Daerah Asimetris di Indonesia. 

1. Pemilihan Kepala Daerah Asimetris 

Asimetris di Indonesia menjadi perhatian pada bidang politik 

maupun bidang pemerintahan. Negara Indonesia mempunyai karakteristik 

yang khas yang menjadikan sebuah hubungan pusat dan daerah yang 

menemukan format yang lebih ideal. Karakteristik tersebut meliputi 

geografis, demografis, dan ekonomi yang berpusat pada daerah Jawa dan 

ekonomi yang berpusat di Jakarta. karakteristik geografis, demografis yang 

didukung oleh kekuatan ekonomi menyebabkan urusan desentralisasi.
115

 

Dengan didasarkan pertimbangan ekonomi yang menjadi perbedaan 

asimetris pada wilayah-wilayah yang berada di Indonesia, bukti bahwa 

bahwa pengelolaan hubungan pemerintah dengan kolonial daerah jajahan 

sudah menerpkan prinsip asimetrisme, yaitu sebagai berikut: 

a. Hanya pada daerah Jawa yang dikelola dengan serius. Pada daerah luar 

Jawa tidak mendapatkan perhatian yang semestinya, contohnya 

pelabuhan Makassar yang menjadi wilayah penting dalam perdagangan 

rempah-rempah dari Maluku yang tidak dibagi menjadi daerah 

administratif seperti provinsi ataupun regensi. 

b. Pada daerah Jawa maupun daerah pada luar Jawa, pemerintahan 

kolonial telah menerapkan asimetrisme dengan memberikan perlakuan 
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khusus untuk wilayah-wilayah kerajaan. Contohnya VOC mengadakan 

perjanjian khusus dengan Mataram sebelum terbagi menjadi dua (2) 

dalam perjanjian Giyanti pada Tahun 1755. Dalam Undang-Undang 

Dasar 1945 dijelaskan bahwa pemerintah Belanda membuat perjanjian 

dengan institusi tradisional dan adat dengan jumlah kurang dari 250 

(duaratus limapuluh) kontrak dalam bentuk pengelolaan mandiri atau 

dengan pengelolaan zelfbesturende landschappen. Kontrak ekonomi 

serta politik Belanda tersebut bentuk salah satu wujud penghargaan atas 

asimetrisme yang dimiliki oleh setiap pekerjaan.
116

 

Sebagai bentuk pada penyebaran kekuasaan yang mempunyai corak 

asimetris terhadap otonomi khusus merupakan salah satu instrumen 

kebijakan untuk mengatasi suatu hal fundamental yang ada dalam suatu 

negara, yaitu dalam persoalan politik dan persoalan teknokratis manajerial. 

Persoalan politik yang dimaksud adalah bersumber pada keunikan serta 

perbedaan budaya, sedangkan persoalan teknokratis manajerial adalah 

keterbatasan kapasitas pada suatu daerah dan suatu wilayah dalam 

menjalankan fungsi dasar pemerintahan.
117

 Pengertian pemilihan kepala 

daerah asimetris itu sendiri adalah sistem yang memungkinkan adanya 
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perbedaan pelaksanaan mekanisme pemilihan kepala daerah pada antar 

daerah.
118

 

Dasar desentralisasi asimetris bagi Indonesia yang dalam penelitian 

yang dijalankan oleh JPP Fisipol UGM menunjukkan beberapa alasan 

mengapa Indonesia harus menerapkan desentralisasi asimetris yaitu 

sebagai berikut: 

a. Alasan konflik serta tuntutan separatisme. Pada daerah Provinsi Papua 

dan Provinsi Aceh yang mendapati sebuah perlakuan khusus dalam 

bentuk otonomi secara khusus yang disebabkan dengan adanya 

problematika pada dua daerah tersebut dengan pemerintahan nasional 

dikarenakan adanya perselisihan perebutan pada sumber daya. 

b. Alasan Ibukota Negara. Dengan alasan ini perlakuan khusus hanya 

diberikan kepada Provinsi DKI Jakarta, mengingat daerah tersebut 

sebagai Ibukota NKRI serta wilayahnya terjangkau dengan infrastruktur 

terbaik. Perlakuan khusus diwujudkan dengan tidak adanya pemilihan 

umum untuk Gubernur, Bupati, dan Walikota serta pemilihan 

menggunakan sistem absolut majority. 

c. Adanya alasan sejarah dan budaya. Daerah yang mendapatkan otonomi 

khusus sejarah serta budaya adalah DIY mengingat sejarah dalam masa 

revolusi dan perebutan kemerdekaan. Dimana penetapan Gubernur dan 
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Wakil Gubernur pada Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan oleh 

DPRD. 

d. Pada daerah Batam dengan alasan pusat pengembangan ekonomi, dapat 

dikembangkan dan dibentuk serta dapat menyaingi Singapura. 

Dikarenakan alokasi kekhususan misalnya menyangkut bea cukai 

masuk, pengembangan infrastruktur, pengembangan ekonomi seperti 

pelabuhan dan tata sistem pelabuhan. Jika Batam dapat 

direkomendasikan sebagai wilayah asimetris dengan alasan 

pengembangan ekonomi, maka masih membutuhkan kajian lebih lanjut. 

e. Pada daerah Kalimantan Barat dengan alasan perbatasan. Perbatasan 

perlu mendapatkan perlakukan khusus mengenai perannya sebagai 

batas dengan negara lain. Daerah perbatasan memegang fungsi penting 

dikarenakan kopleksitas masalah yang dihadapi. Misalnya, dengan 

mewajibkan Gubernurnya berasal dari kalangan militer dikarenakan 

potensi pelintas batas yang tinggi disamping penguatan infratruktur 

serta pelayanan pendidikan dan kesehatan. Jika Kalimantan Barat 

direkomendasikan sebagai daerah asimetris dengan alasan perbatasan 

negara, maka masih membutuhkan kajian lebih lanjut.
119

 

Kebijakan desentralisasi asimetris dilakukan dengan membuat 

grand design desentralisasi asimetris yang nantinya terdapat dalam produk 

hukum yang berbentuk Undang-Undang yang akan menjadi Undang-

                                                 
119

 Bayu Dardias Kurniadi, “Desentralisasi Asimetris Di Indonesia”, (Yogyakarta: UGM Seminar 

LAN Jatinangor 2012), 8-9. https://bdardias.staff.ugm.ac.id. 

https://bdardias.staff.ugm.ac.id/


79 

 

 

Undang Pokok yang membawahi tiga (3) kelompok Undang-Undang 

sebagai pelaksanaan otonomi daerah, yaitu sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya teratur pada UU No. 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

b. Pelaksanaan otonomi daerah khusus berada pada Undang-Undang 

antara lain UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah 

Provinsi Khusus Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota 

NKRI dan UU No. 21 Tahun 2001 juncto UU No. 35 Tahun 2008 

tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua; 

c. Pelaksanaan otonomi daerah istimewa antara lain: UU No. 44 Tahun 

1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh 

serta UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa 

Yogyakarta.
120

 

Dengan adanya Undang-Undang pada pokok desentralisasi 

asimetris akan menjadi payung hukum bagi pemerinta daerah dalam 

menetapkan pola hubungan dengan pemerintah pusat. Terdapat beberapa 

prinsip yang dapat diajukan dalam menyusun konstruksi hukum terkait  

desentralisasi asimetris, yaitu sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan desentralisasi asimetris berada dalam NKRI. konsep 

desentralisasi tidak untuk mewujudkan daerah federal atau there is no 

state in the state. Hal tersebut untuk menjaga keutuhan NKRI yang 
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didasarkan pada Pancasila, UUD NRI 1945, serta Bhinneka Tunggal 

Ika. 

b. Menjadikan Undang-Undang sebagai Undang-Undang pokok dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Undang-Undang  

tersebut menjadi grand design kebijakan desentralisasi asimetris yang 

akan membawahi Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi 

khusus serta otonomi istimewa. 

c. Pembentukan pada badan otonomi daerah yang memiliki kewenangan 

untuk memberikan pengarahan bagi pemerintah pusat untuk 

menetapkan hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah 

pusat. Lembaga ini diberikan kewenangan untuk mengawasi 

pelaksanaan desentralisasi asimetris dari masing-masing pemerintah 

daerah. 

d. Memiliki banyak peluang bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah 

Provinsi, dan juga Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengajukan 

mengenai pola hubungannya dengan pemerintah pusat sesuai dengan 

kondisi daerah dengan diselaraskan indikator kemandirian, 

kekhususan, dan keistimewaannya.
121
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2. Pemilihan Kepala Daerah Pada Empat (4) Daerah Yang 

Menggunakan Desentralisasi Asimetris di Indonesia 

Pelaksanaan desentralisasi asimetris merupakan suatu pemberian 

otonomi kepada daerah yang bertujuan sebagai peningkatan efisiensi serta 

efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, upaya melancarkan 

pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kemampuan pada daerah serta 

meningkatkan peran masyarakat dalam proses demokrasi pada tingkat 

pemerintahan daerah.
122

 

Indonesia terdapat istilah daerah istimewa, daerah khusus, serta 

otonomi khusus. Di Indonesia daerah yang berstatus daerah dengan 

otonomi khusus dan istimewa adalah DKI Jakarta, Provinsi Aceh, Daerah 

Istimewa Yogyakarta, dan juga Provinsi Papua. Pemberian otonomi 

khusus kepada daerah tersebut dilakukan melalui UU tersendiri yang 

mengatur tentang kekhususannya.
123

 Kebijakan untuk menerapkan 

desentralisasi asimetris adalah untuk membuka ruang keberagaman pada 

setiap daerah. Di setiap daerah memiliki kelebihan dan kekurangan, maka 

dengan memberikan ruang kepada daerah untuk mengatur serta 

menyesuaikan strategi dengan kelebihan dan kekurangan itu 

memungkinkan daerah akan lebih berkembang.
124
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Kondisi pada setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda dan 

pola desentralisasi nya beragam. Pola desentralisasi asimetris merupakan 

pilihan yang digunakan dalam pemerintahan untuk mengontrol dari pusat 

ke daerah.
125

Dalam hal ini pemerintah daerah memiliki pengertian yaitu 

sebagai suatu penyelenggara terhadap kepentingan pemerintah oleh 

pemerintah daerah dan juga DPRD, dalam hal ini pemerintah daerah 

Provinsi dipimpin secara langsung oleh Gubernur sebagai Wakil 

pemerintah pada daerah tingkat 1 dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

dipimpin oleh Bupati dan Walikota sebagai wakil pemerintah daerah di 

tingkat II.
126

 Berikut beberapa daerah yang memiliki keistimewaan dan 

berotonomi khusus serta peraturan yang ada dalam setiap Undang-Undang: 

a. Provinsi DKI Jakarta 

Pemberian status daerah khusus pada Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta yang bersifat desentralisasi asimetris berada pada UU No. 29 

tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai 

Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam UU tersebut 

dijelaskan bahwa Provinsi DKI Jakarta sebagai satuan dari 

pemerintahan yang memiliki sifat khusus dan kedudukannya sebagai 

Ibukota dan sebagai daerah otonomi yang memiliki peran penting 

dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Oleh sebab itu 
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diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab 

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
127

 

Kekhususan Provinsi DKI Jakarta berdasarkan UU No. 29 

Tahun 2007 merupakan bentuk pemerintahan berotonomi tunggal 

(single autonomy) pada level Provinsi. Hanya Gubernur dan DPRD 

Provinsi yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum, 

sedangkan Walikota tidak dipilih secara langsung melainkan dengan 

cara penunjukan oleh Gubernur dengan persetujuan DPRD Provinsi. 

Hal tersebut, karena otonomi daerah pada seluruh wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia ada pada Kabupaten/Kota. Sedangkan 

pada wilayah Jakarta, bukanlah daerah otonom melainkan wilayah 

administrasi kerja sehingga disebut dengan Kota Administrasi dan 

Kabupaten Administrasi Kepulauan.
128

 

Pemilihan kepala daerah yang berotonomi tunggal pemenang 

mendapatkan suara sebanyak 50%, apabila terjadi sebuah putaran 

kedua maka pemilihan tersebut diikuti pada suara terbanyak yang ada 

di pemilihan putaran pertama,  kecuali pada daerah Yogyakarta cukup 

dengan mendapatkan suara sebanyak 30%. Hal inilah yang 
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membedakan syarat kemenangan calon kepala daerah dengan daerah 

yang lain.
129

 

Penjelasan tersebut, ada pada UU No. 29 Tahun 2007 tentang 

Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai 

Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Pasal 11 ayat (1), 

(2), dan ayat (3) sebagai berikut: 

1) Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang 

memperoleh suara lebih dari 50% ditetapkan sebagai 

Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih; 

2) Dalam hal tidak ada pasangan calon Gubernur dan Wakil 

Gubernur yang memperoleh suara sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), diadakan pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur putaran kedua yang diikuti oleh pasangan calon 

yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada 

putaran pertama; 

3) Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

dilaksanakan menurut persyaratan dan tata cara diatur 

dalam peraturan Perundang-undangan.
130

 

 

Jakarta adalah salah satu daerah yang diberi aturan khusus 

dalam pemilihan kepala daerah, dikarenakan kedudukannya sebagai 

Ibukota NKRI. Diatur dalam UU No. 29 Tahun 2007 tentang 

Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, Gubernur dan Wakil Gubernur dipilih secara 

langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum, sedangkan 
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Walikota/Bupati beserta wakilnya diangkat atau ditunjuk oleh 

Gubernur.
131

 

Sistem pemilihan kepala daerah  Asimetris pada Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta menggunakan dua (2) sistem pemilihan yaitu 

Gubernur dipilih secara langsung oleh rakyat dalam Pemilu, 

Walikota/Bupati dan Waliknya diangkat atau ditunjuk oleh Gubernur. 

Hal tersebut masih sesuai dengan ketentuan UUD 1945 yang 

bahwasannya pemilihan kepala daerah menggunakan sistem 

demokrasi. Dikarenakan dengan alasan Ibukota negara, mengingat 

DKI Jakarta merupakan wilayah terjangkau degan infrastruktur 

terbaik. 

Berbeda dengan daerah lain DKI Jakarta memiliki dua (2) 

sistem pemilihan kepala daerah dalam menentukan kepala daerahnya 

yaitu pada tingkat Provinsi dan pada tingkat Kota sebagai daeah 

administratifnya. Sistem pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 

menggunakan sistem pemilihan langsung dengan memungkinkan 

diadakannya putaran kedua jika suara tertinggi pada tingkat Provinsi 

calon gubernur belum menyentuh angka 50%+1. Sedangkan pada 

tingkat Kota sebagai administratif meggunakan sistem pengangkatan. 

Hal tersebut masih sesuai dengan ketentuan UUD 1945 yang 

bahwasannya pemilihan kepala daerah menggunakan sistem 

demokrasi. 
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b. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

Sebagai bagian dari NKRI, pengaturan pengisian jabatan 

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta harus dilakukan sesuai dengan 

UUD 1945. Dalam Pasal 18 angka 4 UUD NRI Tahun 1945  

dinyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara 

demokratis
132

. Khusus terkait dengan Provinsi Yogyakarta sebagai 

daerah istimewa, maka ketentuan harus mengikuti Pasal 18B angka 1 

UUD 1945. Pasal tersebut menjelaskan bahwa negara telah 

menghormati dan mengakui satu-satuan Pemerintahan Daerah yang 

sifatnya istimewa atau khusus yang sudah diatur pada Undang-

Undang. Dalam ketentuan tersebut yang menjadi dasar pijakan 

pengaturan sekaligus menyelesaikan polemik pengisian jabatan 

Gubernur pada daerah DIY.
133

 

Dengan adanya perkembangan ketatanegaraan maka ditetapkan 

UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. 

UU ini adalah pengganti dari UU No. 22 Tahun 1948. Berdasarkan 

UU ini, kekhususan pada suatu wilayah istimewa terletak pada 

kedudukan kepala daerah. Kepala Daerah istimewa diangkat oleh 

pemerintah pusat yang berasal dari keturunan keluarga yang berkuasa 

didaerah Yogyakarta dengan memenuhi syarat-syarat yang sudah 
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ditentukan. Oleh sebab itu, kepala daerah diangkat pemerintah pusat 

sehingga kepala daerah tidak dapat diberhentikan oleh DPRD.
134

 

Dalam masa orde baru, dikeluarkan UU No. 22 Tahun 1999 

tentang Pemerintahan Daerah, dalam UU ini mengakui bahwa 

keistimewaan DIY berdasarkan pada asal-usul serta peranan dalam 

sejarah. Keistimewaan DIY terletak pada pengangkatan gubernur 

dengan mempertimbangkan calon keturunan Sultan Ngayogyakarta 

Hadiningrat, dan pengangkatan Wakil Gubernur dengan 

mempertimbangkan calon dari keturunan Kadipaten Paku Alam yang 

memenuhi syarat berdasarkan UU.
135

 

Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diatur 

dalam UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Dalam UU ini disebutkan mengenai 

kewenangan dalam Keistimewaan DIY yang meliputi:
136

 

1) Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang 

Gubernur dan Wakil Gubernur; 

2) Kelembagaan Pemerintahan Daerah DIY; 

3) Kebudayaan; 

4) Pertahanan; dan 

5) Tata ruang. 
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Sistem Pemilihan Kepala Daerah Asimetris pada Daerah 

Istimewa Yogyakarta dimana calon Gubernur harus keturunan 

Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, sedangkan untuk Wakil 

keturunan dari Kadipaten Paku Alam. Ditinjau dalam perspektif 

demokrasi, sistem penetapan tersebut dilakukan karena alasan historis 

Yogyakarta. Kedua pemimpin tidak boleh bergabung dengan partai 

politik, pada level Kabupaten/Kota tetap sama dengan daerah lainnya. 

Dikarenakan dengan alasan sejarah dan budaya, Yogyakarta 

mendapatkan perlakuan istimewa serta sejarah pada masa revolusi dan 

perubutan kemerdekaan. 

Dalam sistem penerapan desentralisasi asimetris pada daerah 

Yogyakarta memiliki kelemahan dan kelebihan. Kelemahan dengan 

cara penetapan yaitu: Pertama, Keraton Yogyakarta akan terlibat 

dalam politik dan pemerintahan secara terus menerus. Kedua, masalah 

posisi Sultan sebagai panutan rakyat sekaligus wakil dari pusat. Srta 

disisi lain sebagai pemimpin kultural tugasnya juga harus menjadi 

pengayom rakyat. Ketiga, masalah kapasitas dan kapabilitas penerus 

Sultan Hamengkubuwono X. Sedangkan kelebihan menggunakan 

sistem penerapan desentralisasi asimetris yaitu rakyat tidak perlu 

terbebani dengan biaya politik yang besar dengan adanya pemilihan 
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kepala daerah, dan intensitas politik pada daerah Yogyakarta tidak 

akan sekuat intensitas politik seperti daerah yang lain.
137

 

Ditinjau dalam perspektif demokrasi, sistem penetapan 

merupakan salah satu alternatif yang dilakukan oleh negara untuk 

Provinsi DIY dikarenakan alasan historis Yogyakarta. Jika dikaitkan 

dengan demokrasi adanya pemilihan umum sebagai salah satu aspirasi 

rakyat untuk melakukan pemilihan terhadap seseorang untuk menjadi 

wakil rakyat dalam pemerintahan. Namun pada Yogyakarta dalam 

jabatan Gubernur  hanya bisa dijabat oleh keturunan Hamengku 

Buwono dan Wakil Gubernur hanya bisa dijabat oleh keturunan 

Raden Paku Alam. Hal tersebut, dianggap tidak melanggar prinsip 

demokrasi dikarenakan sudah menjadi keistimewaan yang dimiliki 

Daerah istimewa Yogyakarta yang sudah diakui dan juga dilindungi 

oleh UUD 1945. Tetapi hal tersebut tidak bisa membuat masyarakat 

yang memiliki hak memilih sesuai dengan apa yang dikehendakinya.  

c. Provinsi Aceh 

Dalam bentuk asimetris pada politik Provinsi Aceh ada dalam 

Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. UU 

ini jelaskan terkait konsep asimetris yang mana secara politik masih 

berada dalam NKRI dan merupakan sistem dalam sebuah 

pemerintahan yang bersifat nasional. Oleh sebab itu, pemberlakuan 
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Otonomi khusus pada daerah Aceh bukan hanya sekedar hak 

melainkan kewajiban konstitusional yang dimanfaatkan sebesar-

besarnya sebagai kemaslahatan masyarakat Aceh.
138

 

Secara umum, landasan hukum pemilihan kepala daerah pada 

tahun 2017 pada Provinsi Aceh berdasarkan pada UU No. 11 Tahun 

2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 

2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Selain itu 

juga mencangkup pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. 

Meskipun Aceh sebagai Provinsi berotonomi khusus yang mempunyai 

UUPA, tidak diatur secara khusus dalam UU tersebut, khususnya 

terkait dengan aturan-aturan pemilihan umum, maka ketentuan 

tersebut berdasarkan pada Undang-Undang Pemilu yang bersifat 

generalis dan berlaku secara internasional. Dalam Pasal 76 UUPA 

menyatakan bahwa pengaturan penyelenggaraan pemilihan kepala 

daerah diatur dengan Qanun Aceh yang berpedoman pada Peraturan 

Perundang-Undangan.
139

 

Komisi Pemilihan Umum mengumumkan serta menetapkan 

enam (6) partai politik lokal Aceh, diantaranya yaitu Partai Aceh, PAS 

Aceh (Partai Adil Sejahtera Aceh), Partai Generasi Aceh Beusaboh 

That’at dan Taqwa, Partai Darurat Aceh, Partai Nanggroe Aceh, dan 

Parta Sira. Adanya partai politik lokal Aceh dikarenakan konflik 
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antara GAM dengan Pemerintahan Indonesia. Konflik tersebut 

disebabkan karena masyarakat Aceh merasa tidak puas serta merasa 

terpinggirkan dikarenakan distribusi sumber daya alam Aceh tidak 

dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Aceh. Partai lokal Aceh tidak 

terlepas dari perjanjian perdamaian antara pemerintah Indonesia 

dengan Provinsi Aceh, perjanjian tersebut disebut dengan 

Kesepakatan Helsinki.
140

  

Sistem Pemilihan Kepala Daerah Asimetris pada Aceh masih 

berlandaskan demokrasi, karena sistem yang berlaku meggunakan 

pemilihan langsung oleh rakyat. Perbedaan kekhususan pada Aceh 

yaitu adanya beberapa subsistem yaitu, Berpedoman pada Qanun 

Aceh, KIP dan Panwaslih sebagai ciri khas Aceh. Serta adanya 

persyaratan kewajiaban menjalankan syariat agama yaitu melalui 

kemampuan uji membaca Al-Quran. 

Pemberian Otonomi khusus pada Provinsi Aceh melalui 

konsep asimetris bertujuan untuk merangkul Provinsi Aceh agar tetap 

berada dalam kesatuan NKRI serta meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat Aceh, mengingat adanya konflik bersenjata yang 

menginginkan pemisahan dari NKRI. Terdapat beberapa kewenangan 

khusus di Provinsi Aceh yang merupakan suatu wujud desentralisasi 

asimetris, yaitu: 
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1) Segala sesuatu yang berkaitan langsung dengan Aceh yang dibuat 

oleh Pemerintah Pusat seperti rencana persetujuan internasional 

harus dilakukan dengan konsultasi serta mendapatkan 

pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), 

kebijakan administratif dilakukan dengan konsultasi serta 

mendapatkan pertimbangan Gubernur Aceh, dan rencana 

pembentukan UU oleh DPR dilakukan dengan konsultasi dan 

mendapatkan pertimbangan dari DPRA; 

2) Urusan pemerintahan wajib maupun pilihan diatur dalam Qanun 

Aceh dengan perbedoman kepada Peraturan Perundang-undangan; 

3) Pemerintah Aceh bisa menentukan serta menetapkan Bendera, 

Lambang, dan Himne Aceh untuk menggambarkan keistimewaan 

dan kekhususan Aceh, namun hal tersebut bukan sebagai simbol 

kedaulatan Aceh; 

4) Bidang perekonomian, pemerintahan Aceh memiliki hak dan 

wewenang dalam mengelola sumber daya alam di Aceh.
141

 

Provinsi Aceh dalam sistem pemilihan kepala daerah masih 

berlandaskan demokrasi, dikarenakan sistem yang berlaku 

menggunakan pemilihan langsung oleh rakyat. Yang membedakan 

Provinsi Aceh dengan daerah lain yaitu adanya beberapa sub sistem 

yang tidak bertentangan dengan nilai demokrasi diantaranya: 
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1) Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah berpedoman pada  

Qanun, hal tersebut tidak mengurangi makna terhadap pemilihan 

langsung oleh rakyat dimana dalam Qanun masih terdapat nilai-

nilai demokrasi; 

2) Penyelenggaraan Pilkada  Komisi Independen Pemilihan (KIP) 

dan keberadaan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih), 

keberadaan KIP dan Panwaslih tidak mengurangi makna 

demokrasi juga hal tersebut sebagai ciri khas Provinsi Aceh; 

3) Adanya persyaratan berupa kewajiban menjalankan syariat agama 

bagi calon kepala daerah pada Provinsi Aceh, dimana calon harus 

bisa melalui uji kemampuan membaca Al-Quran, hal tersebut juga 

tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi dikarenakan pada 

Provisi Aceh menjunjung tinggi nilai keagamaan dan juga disebut 

sebagai daerah Islam. 

d. Provinsi Papua dan Papua Barat 

Desentralisasi pasca reformasi serta aspirasi daerah, 

masyarakat Papua menuntut mengembangkan ciri khas budayanya 

dalam NKRI melalui kebijakan tingkat nasional yang bersifat khusus. 

Dengan tindakan tersebut pemerintah pusat menerbitkan UU No. 2 

Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas UU No. 21 Tahun 2001 
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tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua selanjutnya disebut 

dengan UU Otsus Papua. 
142

 

Desentralisasi asimetris yang diterapkan pada daerah Papua 

didasarkan pada pemberian kewenangan yang lebih luas kepada 

Provinsi Papua pada tingkat Provinsi untuk mengatur dan mengurus 

rumah tangganya dalam kerangka NKRI. Kewenangan mencangkup 

sebagai pemanfaatan kekayaan alam pada wilayah Papua untuk 

kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Papua, ekonomi, sosial, 

dan budaya yang dimiliki, serta memberikan peran bagi masyarakat 

asli Papua agar terlibat dalam setiap proses perumusan kebijakan 

daerah, menentukan strategi pembangunan dengan tetap menghargai 

kesetaraan dan keberagaman yang ada dalam Provinsi Papua.
143

 

Berkaitan dengan bidang politik, Provinsi Papua dalam proses 

pemilihan pemimpin menggunakan istilah sistem noken. Sistem noken 

adalah sistem yang digunakan pada saat pemilu khususnya pada 

provinsi Papua, KPU menetapkan sistem noken sebagai bagian dari 

pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada Provinsi Papua terutama 

untuk masyarakat Papua yang ada pada daerah pegunungan. Dalam 

sistem noken ada dua pola yang dipakai untuk melaksanakan 

pemilihan yaitu sistem noken bigman dan sistem noken gantung. 

Pemilihan dengan sistem noken bigman dengan pemilihan suara 
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seluruh anggota suku yang diwakilkan kepada kepala suku, sedangkan 

pemilihan dengan sistem noken gantung berfungsi sebagai pengganti 

kotak suara. Sistem noken adalah kebijakan dari Pemerintah untuk 

menghormati budaya Papua, terutama budaya pedalaman, selain itu 

penggunaan sistem noken juga dapat menghemat anggaran Pilkada.
144

 

Sistem Pemilihan Kepala Daerah Asimetris pada Papua untuk 

mengurus dan mengatur terkait kepentingan rakyat sendiri 

berdasarkan hak-hak dasar apresiasi rakyat Papua. Sistem Pilkada 

Papua juga berbeda dengan daerah lain yaitu, calon kepala daerah 

wajib orang asli papua, adanya Perdasus dalam pengaturan Pilkada, 

dan menggunakan sistem noken. Provinsi Papua tidak bertentangan 

pada nilai demokrasi, dikarenakan prinsip sistem pemilihan kepala 

daerahnya masih dijalankan sesuai dengan prosedur pemilihan secara 

langsung oleh masyarakat. 

Berdasarkan peraturan pada setiap Undang-Undang bagi 

keempat (4) daerah, mempunyai peraturan yang tidak sama atau 

berbeda pada setiap daerah-daerah yang lain, sebagai suatu bentuk 

desentralisasi asimetris dengan didasarkan pada keistimewaan dan 

kekhususan pada daerah masing-masing. Perihal tersebut berlaku 

dalam desentralisasi asimetris pada bidang politik yang tercermin pada 
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sistem kepala daerah asimetris pada keempat daerah yang telah 

disebutkan.
145

 

Dalam berbagai macam sistem pemilihan kepala daerah yang 

diterapkan kepada setiap daerah memiliki peraturan tertentu, serta 

harus dapat mengantarkan masyarakat pada kesejahteraan dan 

keadilan dan tidak bertolak belakang dengan prinsip demokrasi. 

Pilkada ditentukan oleh kualitas pemilihan itu sendiri, pemilihan 

kepala daerah ditempatkan sebagai media untuk mendapatkan 

pelayanan serta kesejahteraan bagi masyarakat pada setiap daerahnya. 

Dalam sistem desentralisasi asimetris, prinsip tersebut merupakan 

sistem penyesuaian identitas regional ke dalam sistem pemerintahan 

lokal yang khas. 

Sistem pemilihan kepala daerah yang membedakan Provinsi Papua 

dengan daerah lain adanya beberapa sub sistem diantaranya: 

1) Calon kepala daerah dalam persyaratan wajib orang asli papua, hal 

ini tidak bertentangan dengan nilai demokrasi dikarenakan hal 

tersebut dimaksudkan untuk memperkuat desentralisasi yang 

memperoritaskan penduduk lokal; 

2) Pemberlakukan Peraturan Daerah Khsusus (Perdasus) dalam hal 

pengaturan pemilihan kepala daerah; 
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3) Penggunaan sistem noken pada Pilkada, hal tersebut juga tidak 

bertentangan dengan nilai demokrasi dikarenakan sistem noken 

sebagai perwujudan prinsip demokrasi.  

Peraturan sistem Pemilukada di provinsi Papua tidak bertentangan 

pada nilai demokrasi, dikarenakan prinsip sistem pemilihan kepala 

daerahnya masih dijalankan sesuai dengan prosedur pemilihan secara 

langsung oleh masyarakat. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. UUD NRI 1945 secara konstitusi tidak menentukan spesifik sistem Pilkada 

yang berlaku. Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 dalam kostitusinya hanya 

dimaksudkan dengan sistem pemilihan yang demokratis yang memiki 

artian sistem pilkada ini dapat simetris (beragam).  

2. Pemilihan Kepala Daerah dengan konsep asimetris pada daerah Provinsi 

DKI Jakarta dilakukan dengan dua (2) sistem pemilihan yaitu pemilihan 

langsung dan penunjukan oleh Gubernur. Pemilihan pada daerah Provinsi 

DIY dengan sistem penetapan Sultan Hamengkubuwono sebagai Gubernur 

dan Adipati Paku Alam sebgai Wakil Gubernur. Pemilihan pada daerah 

Provinsi Aceh menggunakan sistem pemilihan langsung seperti pada 

daerah yang lain, namun ada ketentuan khusus yang diatur sendiri dalam 

UUPA atau Qanun sebagai dasar otonomi. Pemilihan kepala daerah pada 

Provinsi Papua menggunakan sistem pemilihan Noken dengan dua (2) 

sistem noken yaitu, sistem noken big man yang menyerahkan pilihan 

sepenuhnya kepada Kepala Suku dan sistem noken gantung yang 

berdasarkan pada hasil kesepakatan masyarakat dengan Kepala Suku. 
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B. Saran 

1. Pemerintah harus memperluas penerapan desentralisasi asimetris, tidak 

hanya melilat dari segi daerah yang telah diberi peraturan otonomi khusus 

dari empat (4) daerah yang telah menerapkan sistem asimetris, agar tidak 

menimbulkan kecemburuan antar daerah yang tidak menerapkan sistem 

tersebut. 

2. Jika Pilkada dilaksanakan dengan cara tidak langsung, maka perlu 

dilaksanakan peningkatan sosialisasi politik pada anggota DPRD, hal 

tersebut dilakukan agar DPRD memperbaiki pemahaman mengenai 

pemilihan kepala daerah serta memahami solusi atau cara dalam mengatasi 

kekurangan Pilkada melalui DPRD yang dilaksanakan secara tidak 

langsung. 

3. Pemerintah harus terbuka dan memastikan seluruh kebijakan terkait tata 

kelola penerapan pada daerah yang berotonomi khusus. 

4. Dalam Pilkada yang dilaksanakan yang dilakukan secara langsung, 

masyarakat dapat melihat terbukanya peluang calon independen yang 

diharapkan dapat melihat kualitasnya sebagai pemimpin. 
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